EVALUASI TINGKAT KEMATANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH KOTA MADIUN

SKRIPSI

Oleh
Awanda Prisma W P

NIM 142410101041

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
2019


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

EVALUASI TINGKAT KEMATANGAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH KOTA MADIUN

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Sistem Informasi
Universitas Jember dan mencapai gelar Sarjana Komputer

Oleh
Awanda Prisma W P

NIM 142410101041

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
2019


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1.

o a0k~ w N

Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk
mempermudah dan melancarkan dalam mengerjakan skripsi.

Ayahanda Wisono dan Ibunda tercinta Ina Handayani;

Saudara laki-laki Raka Taruma dan Saudari tercinta Aura Kumala;

Seluruh keluarga besar tersayang;

Sahabatku bersama doa dan bantuannya;

Teman-teman satu angkatan sensation dan teman-teman kos tercinta yang
selalu memeberikan dukungan dan motivasi, serta membantu dalam
pembuatan skripsi;

Guru-guruku sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi;

Civitas Akademik Fakultas Ilmu Komputer atas pelayanan yang sangat baik

Almamater Fakultas llImu Komputer Universitas Jember;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

MOTTO

“if you want to be something, do something. If you can dream it, you can do it”


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awanda Prisma W P

NIM 142410101041

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Evaluasi
Tingkat Kematangan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota
Madiun”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan
substansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun,
dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran

isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi

akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Awanda Prisma W P

NIM 142410101041


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

SKRIPSI

EVALUASI TINGKAT KEMATANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH KOTA MADIUN

Oleh :
Awanda Prisma W P
NIM 142410101041

Pembimbing :
Dosen Pembimbing Utama : Fahrobby Adnan, S.Kom.,MMSI

Dosen Pembimbing Pendamping : Beny Prasetyo, S.Kom., M.Kom

Vi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Evaluasi Tingkat Kematangan Ssitem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Madiun”, telah diuji dan
disahkan pada:

hari, tanggal : Jumat, 8 maret 2019

tempat : Program Studi Sistem Informasi Universitas Jember

Disetujui oleh:

Pembimbing |, Pembimbing I1,

Fahrobby Adnan, S.Kom.,MMSI Beny Prasetyo, S.Kom., M.Kom
NIP. 198706192014041001 NIP. 760016852

vii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi berjudul “Evaluasi Tingkat Kematangan Ssitem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Madiun”, telah diuji dan
disahkan pada:

hari, tanggal : Jumat, 8 maret 2019

tempat : Program Studi Sistem Informasi Universitas Jember

Penguiji |, Penguji Il,

Prof. Drs. Slamin, M.Comp.Sc.,Ph.D  Windy Eka Yulia R,S.Kom.,M.Kom
NIP. 19670420 1992011011 NIP. 198403052010122002

Mengesahkan

Ketua Fakultas IImu Komputer

Prof. Dr. Syaiful Bukhori, ST., M.Kom
NIP. 196811131994121001

viii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

RINGKASAN

Evaluasi Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) di Pemerintah Kota Madiun. Awanda Prisma W P, 142410101041; 2019,
HALAMAN; Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Jember.

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan
Pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
yang bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang lebih efisien, efektif,
transparan dan akuntabel (Birokrasi & Indonesia, 2018). Agar berjalan dengan
lancar maka perlu dilakukannya evaluasi secara berkala untuk menghasilkan suatu
nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level).
Kegiatan Evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik. Ruang lingkup peyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata kelola SPBE, layanan
SPBE, dan kebijakan SPBE (Birokrasi & Indonesia, 2018).

Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai indeks SPBE Kota Madiun yang
dihasilkan dari penjumlahan masing-masing nilai domain didapatkan nilai 4,9745 .
Hasil asesmen pada DISKOMINFO Kota Madiun berada ditingkat ketiga, yaitu
antara 3,5<4,2 yang menunjukkan kualitas SPBE berada di kategori SANGAT
BAIK. Layanan SPBE pada domain 3 memberikan konstribusi besar dalam indeks
SPBE yaitu 3,440476. Hal ini menunjukkan bahwa layanan SPBE di Kota Madiun
sudah baik.
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BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan langkah awal dari penulisan tugas akhir. Bab ini berisi
latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, batasan masalah, metodologi

penelitian, dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pemerintah
diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan baik untuk
masyarakat, pelaku bisnis maupun pemerintah itu sendiri. Terbitnya Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 3 Thun 2003 menjadi sebuah awalan penerapan e-
Government di Indonesia. Inpres tersebut menekankan akan pentingnya
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TI1K) dalam suatu pemerintahan
untuk penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif dan efisien (Marudur
Padapotan Damanik & Erisva Hakiki Purwaningsih, 2017). E-Government
merupakan sebuah sistem yang mengintergerasikan instansi-instansi pemerintah,
serta untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai informasi yang
dibutuhkan (Yogiswara, Noak, & Winaya, 2014). Seiring dengan adanya e-
Government, pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku melalui
pemanfaatan e-Government menjadi lebih fleksibel, efisien dan lebih berorientasi
pada kepuasan pengguna (Hartono, Utomo, & Mulyanto, 2010). Selain itu dengan
penerapan e-Government maka akan membantu tercapainya efektivitas dan
efisiensi kinerja pemerintahan dalam mendukung pemerintahan yang baik (good
governance) (Nunik Retno Herawati, 2014).

E-Government mampu memberikan peluang baru untuk meningkatkan
kualitas pelayanan pemerintahan dengan cara ditingkatkan efisiensi, layanan-
layanan baru serta partisipasi warga. Sehingga melalui e-Government pelayanan
pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak prosesnya, dan
akuntabel (Masyhur Firdaus, 2016). E-Government dapat membuka peluang untuk
pemerintah melaukan re-inveting untuk dapat menjadi lembaga sosial yang lebih

dekat dengan masyarakat, membangun aliansi dan patnership yang lebih erat
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dengan komunitas masyarakat yang memiliki kepentingan (Sosiawan, 2008). E-
Government digunakan untuk meningkatkan hubungan dan layanan pemerintahan
kepada masyarakat atau yang disebut Government to Citizen (G2C), hubungan
anatara pemerintah dengan perusahaan Government to Business (G2B), dan
terhadap pemerintah daerah atau negara lain Government to Government (G2G)
(Retnowati, Retnowati, Tinggi, & Adisutjipto, 2008).

Pemerintahan perlu melakukan kegiatan evaluasi untuk melihat sejauh mana
pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemeringkatan e-
Government Indonesia (PeGl) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2007 dengan tujuan untuk
meningkatkan efektifitas dan efisiensi penerapan TIK di pemerintahan (Napitupulu,
2017). Pada kenyataannya hingga tahun 2015 belum semua pemerintah daerah
tingkat kabupaten/kota, provinsi dan kementerian di Indonesia yang diikutkan
dalam penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGl). Sehingga, pada
tahun 2015 sudah tidak lagi digunakan dan dijalankan. Lalu pada tahun 2018
muncul pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang
merupakan gagasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (KEMENPAN-RB).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan
pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
yang bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang lebih efisien, efektif,
transparan dan akuntabel (Birokrasi Reformasi, 2018). Agar berjalan dengan lancar
maka perlu dilakukannya evaluasi secara berkala untuk menghasilkan suatu nilai
indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level). Kegiatan
Evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5
Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Ruang lingkup peyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE, dan
kebijakan SPBE (Birokrasi Reformasi, 2018).

Pemerintah Kota Madiun sedang memulai penerapan e-Government untuk

melanjutkan menuju Smart City. Seluruh elemen dilibatkan untuk mewujudkan
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unsur-unsur lain dalam konsep Smart City. Unsur tersebut adalah good people
(manusia), good governance (pemerintahan), good economy (ekonomi), good living
(kehidupan), good mobility (mobilitas), dan good environment (lingkungan)
(Madiun Today, 2018). Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota
Madiun sudah menyelenggarakan pelayanan dengan IT sebagai upaya pendukung
e-Government dari pemerintah pusat. Namun, belum semuanya terhubung satu
dengan yang lain seperti di Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA) adanya sistem
perencanaan, di Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) adanya Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Diharapkan, semua sistem
tersebut nantinya dapat menjadi terintergerasi dan dipastikan konsistensi data serta

mewujudkan basis data tunggal (madiunkota.go.id, 2018).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi
tingkat kematangan dengan melakukan evaluasi SPBE dengan harapan hasil
evaluasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur progres
implementasi SPBE di Pemerintah Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan
Pedoman Evaluasi SPBE agar peniliaian dilaksanakan dengan efektif dan
obyektif . Pedoman Evaluasi SPBE disusun untuk memberikan petunjuk dalam
melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Madiun.
Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengetahui komponen apa saja
yang kurang di Pemerintah Kota Madiun agar dapat diperbaiki secepatnya.
Selain itu untuk menguji proses kesiapan di Pemerintah Kota Madiun untuk
menghadapi evaluasi SPBE yang dalam waktu dekat akan dilakukan oleh
Kementerian PANRB. Evaluasi ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Madiun menggunakan SPBE.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang,
maka ada rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana tingkat kematangan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun?
2. Apa saja rekomendasi perbaikan aspek untuk implementasi SPBE berdasarkan

hasil evaluasi di Pememrintah Kota Madiun?


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui tingkat kematangan SPBE di Pemerintah Kota Madiun.
2. Untuk mengetahui rekomendasi perbaikan aspek untuk implementasi SPBE

berdasarkan evaluasi pada Pemerintah Kota Madiun.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademis
Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan hasil yang mampu
memberikan masukan informasi yang terkait dengan judul penelitian kepada
pembaca pada umumnya dan pada Program Studi Sistem Informasi Universitas
Jember pada khusunya.

2. Bagi Peneliti
Mengetahui bagaimana proses penerapan Sistem Berbasis Elektronik untuk
mengevaluasi pada Pemerintah Kota Madiun.

3. Bagi Objek Penelitian
Mengetahui tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kota
Madiun serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas

pelaksanaan SPBE.

1.5 Batasan Masalah

Beberapa hal yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Metode assesment/evaluasi menggunakan wawancara dan observasi lapangan.

2. Objek penelitian yaitu Dinas KOMINFO Pemerintah Kota Madiun.

3. Instrumen pengukuran kuesioner pada penelitian berdasarkan pedoman evaluasi
SPBE yang telah disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi yang termuat dalam peraturan Menteri PANRB nomor
5 tahun 2018.

4. Sistem hanya untuk alat bantu untuk evaluasi SPBE.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini terdiri dari tinjauan pustaka terkait teori-teori yang
digunakan dalam penelitian ini. Teori tersebut antara lain penelitian terdahulu,

pengertian e-Government dan pengertian SPBE.

2.1 Penelitian Terdahulu

Menurut Melkior N. N. Sitokdana (2015), Penelitian ini dilakukan untuk
mengevaluasi situs web e-Government dikota maju mewakili pulau-pulau besar di
Indonesia, yakni: Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura.
Evaluasinya dari sisi Transparasi Layanan, Efisiensi, Ekonomi, Aspirasi, Tampilan,
Update dan Tahapan Pencapaian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
deskriptif, yakni dengan melakukan kajian literatur terhadap paper yang sudah
diterbitkan, kajian peraturan perundang-undangan, menghimpun informasi melalui
media cetak dan elektronik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kota
Surabaya jauh lebih baik dibanding kota-kota lainnya.

Menurut Rajestri Govindaraju, Iwan Inrawan Wiratmadja dan Avif
Haryana (2016) melakukan peneliian ini untuk mengembangkan model evaluasi
sistem layanan e-Government. Model evaluasi e-Government dikembangkan
dengan menggabungkan aspek layanan pemerintah (layanan publik) serta aspek
kualitas pelayanan sistem berbasis elektronik. Hasil dari penelitian ini Model
tersebut di uji dengan pendekatan empiris. Kuesioner disebarkan secara online
berbasis web dan 88 respon yang dinyatakan valid digunakan sebagai analisis
model Analisis validitas dan reliabitas model pengukuran dilakukan dengan
metode partial least square (PLS). Analisis hasil evaluasi dilakukan dengan
memanfaatkan metode importance-perfomance analysis (IPA). Model yang
dikembangkan digunakan untuk mengevaluasi sistem layanan e-government
Inatrade yang dikembangkan Departemen Perdagangan Republik Indonesia.
Hasil uji coba model dan analisis hasil evaluasi user dengan metode IPA

menunjukkan bahwa information completeness, fulfiliment, responsiveness dan
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contact merupakan dimensi yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan pada
system Inatrade.

Fitri Wahyuni dan Anggraini (2015). Melalui penggembangan e-
Government, penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan
pemerintah telah dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
informasi. Untuk mengukur penerpan e-Government, maka diperlukan sebuah
assesment untuk melihat sejauh mana kesiapan pemerintah. Pemerngkatan e-
Government Indonesia (PeGl) merupakan ukuran implementasi e-Government
di Indonesia. Penelitian ini melakukan pemeringkatan e-Government di Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau. Data penelitian ini diperoleh dengan
pendekatan kualitatif dan analisis data secara deskriftif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi e-Government di Dinas Komunikasi dan
Infromatika Provinsi Riau dalam kategori baik. Berdasarkan hasil penelitian dari
5 aspek dimensi yang digunakan pada aspek dimensi perencanaan berkategori
“Kurang” sedangkan 4 aspek dimensi lainnya yaitu aspek dimensi kelembagaan,
kebijakan, insfrastruktur dan aplikasi berkategori “Baik”. Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Riau diharapkan dapat melakukan perbaikan dan

pengembangan untuk implementasi e-Government yang lebih baik.

2.2 E-Government

E-Government didefinisikan sebagai pemanfaatan dan pendayagunaan
telematikauntuk meningkatkan efisiensi dan cost-effective pemerintahan, untuk
memberikan jasa pelayanan ke masyarakat yang lebih baik, menyediakan
informasi  kepada publik lebih luas, serta menjadikan penyelenggaraan
pemerintahan lebih transparan (Satriya, 2006). Peraturan e-Government tertuang
dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Melalui e-
Government pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat
dilacakprosesnya, dan akuntabel (Masyhur Firdaus, 2016). E-Government kini
menjadi sangat populer dikarenakan adanya manfaat yang signifikan kepada

pemerintah, warga dan masyarkat termasuk dalam penyampaian kualitas layanan
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publik,pengurangan biaya komunikasi dan informasi, menjembatani
kesenjangan digital, dan memperpendek jarak dengan warga yang tinggal di
daerah terpencil atau daerah kurang padat penduduk (Muflihah & Susanto,
2017).

2.3 Kualitas E-Government

Jika dilihat dari perkembangan e-Government di Indonesia selama 5
tahun terakhir, maka sulit dipungkiri bahwa program e-Government yang
dijalankan pemerintan mengalami hambatan dan kendala besar. Jika
dibandingkan dengan dengan rencana dan target awal, apalagi jika dibandingkan
terhadap kemajuan regional, maka perkembangan e-Government kita masih
tertinggal dan kalah cepat (Satriya, 2006). Penerapan e-Government belum
berjalan dengan baik, karena masyarakat masih tidak mengerti maupun
mengenal e-Government dan juga masih terbilang apatis terhadap perkembangan
teknologi (Oktavya, 2015).

Implementasi e-Government di Indonesia baru pada tahap awal, sehingga
banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan e-
Government, ternyata baru pada tahap web presence (Risnandar, 2014). Oleh
karena itu banyak kalangan yang menyatakan penerapan e-Government belum
dilaksanakan secara optimal karena secara rill beberapa pelayanan yang
dilakukan peemrintah Daerah masih menggunakan cara yang manual (Nunik
Retno Herawati, 2014).
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2.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan
pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan kepada pengguna SPBE yang merupakan pemangku
kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE seperti pemerintahan,
masyarakat, dan pelaku usaha (Birokrasi Reformasi, 2018). Agar berjalan
dengan lancar untuk mencapai tujuannya, maka perlu evaluasi guna mengetahui
sejaun mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah guna menghasilkan suatu indeks SPBE
yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level). Tujuan dari
dilakukannya Evaluasi SPBE adalah untuk mengetahui capaian kemajuan
pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan
sarana perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, serta untuk
menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah (Birokrasi Reformasi, 2018).

Ruang lingkup dari penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata kelola SPBE,
layanan SPBE, dan kebijakan SPBE (Birokrasi Reformasi, 2018). Penilaian pada
pelaksanan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari domain
yang merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai, aspek yang merupakan
area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai dan indikator yang merupakan
informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai (Birokrasi
Reformasi, 2018).
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BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menggambarkan tentang penelitian yang akan dilakukan untuk
menjawab rumusan masalah, sehinga dapat mewujudkan tujuan sebenarnya dari
peneleitian. Pada metodologi penelitian akan dijelaskan tentang jenis penelitian.

Tempat dan waktu penelitian serta tahapan dari penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian
kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan proses data data yang
berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian
terutama mengenai apa yang sudah diteliti (Kasiram, 2008). Serta melakukan

wawancara dan observasi lapangan di Pemerintah Kota Madiun.

3.2 Objek Penelitian

Pada penelitian ini objek yang diteliti yaitu SPBE Pemerintah Kota
Madiun dimana fokus penelitian ini dilakukan pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Madiun. Pengamatan data dilakukan terhadap capaian
implementasi SPBE di Pemerintah Kota Madiun.

3.3 Tempat dan Waktu Peneitian

Tempat dilaksanakan penelitian di Dinas Komunikasi dan Infromatika
Kota Madiun. Waktu penelitian dilakukan selama satu bulan, dimulai bulan
September sampai Oktober 2018.

3.4 Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan urutan dari langkah penelitian yang dilakukan.

Gambar alur tahap penelitian SPBE dapat dilihat pada Gambar 3.1
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Gambar 3. 1 Alur Penelitian

10
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3.4.1 Studi Literatur

Studi literatur bertujuan untuk mengumpulkan data sebagai dasar dari
penelitian dan pembahasan penyusunan dasar teori yang digunakan. Daftar pustaka
yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal, buku pedoman Evaluasi SPBE

dan karya tulis ilmiah penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

3.4.2 Penyusunan Instrumen Pengukuran

Penyusunan instrumen pengukuran pada penelitian ini berdasarkan indeks
Evaluasi SPBE untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan SPBE di
Pemerintah Kota Madiun. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui
struktur penilaian yang terdiri dari :
1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilali,
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai,
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang

dinilai.
Sebuah domain terdiri satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari

atau beberapa indikator yang bisa dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3. 1 Domain, Aspek dan Indikator Penilaian

Domain Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Indikator 1 Kebijakan Internal tim pengarah SPBE instansi pemerintah
Indikator 2 Kebijakan Internal inovasi proses bisnis terintergerasi
Indikator 3 Kebijakan Internal rencana induk SPBE instansi pemerintah
Indikator 4 Kebijakan Internal anggaran dan belanja TIK

Indikator 5 Kebijakan Internal pengoperasian pusat data

Indikator 6 Kebijakan Internal intergerasi sistem aplikasi

Indikator 7 Kebijakan Internal penggunaan aplikasi umum berbagi
Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan SPBE

Indikator 8 Kebijakan Internal layanan naskah dinas

Indikator 9 Kebijakan Internal layanan manajemen kepegawaian
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Indiaktor 10 Kebijakan Internal layanan manajemen perencanaan dan
Pengangguran

Indikator 11 Kebijakan Internal layanan manajemen keuangan

Indikator 12 Kebijakan Internal layanan manajemen kinerja

Indikator 13 Kebijakan Internal layanan pengadaan

Indikator 14 Kebijakan Internal layanan pengaduan public

Indikator 15 Kebijakan Internal layanan dokumentasi dan informasi
hukum

Indikator 16 Kebijakan Internal layanan whistle blowing system

Indikator 17 Kebijakan Internal layanan publik instansi pemerintah

Domain 2 Tata Kelola SPBE

Aspek 3 Kelembagaan

Indikator 18 Tim pengarah SPBE instansi pemerintah

Indikator 19 Inovasi proses bisnis terintergerasi

Aspek 4 Strategi dan Perencanaan

Indikator 20 Rencana induk SPBE instansi pemerintah

Indikator 21 Anggaran dan belanja TIK

Aspek 5 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator 22 Pengoperasian pusat data

Indikator 23 Integerasi sistem aplikasi

Indikator 24 Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai

Domain 3 Layanan SPBE

Aspek 6 Layanan Administrasi Pemrintah Berbasis Elektronik

Indikator 25 Layanan naskah dinas

Indikator 26 Layanan Manajemen Kepegawaian

Indikator 27 Layanan Manajemen Perencanaan

Indikator 28 Layanan Manajemen Pengangguran

Indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan

Indikator 30 Layanan Manajemen Kinerja
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Indikator 31 Layanan Pengandaan

Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 32 Layanan Pengaduan public

Indikator 33 Layanan dokumentasi dan informasi hukum
Indikator 34 Layanan whistle blowing system

Indikator 35 Layanan publik instansi pemerintah

Sumber : (Birokrasi Reformasi, 2018)

a. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses diterapkan pada domain tata
kelola SPBE dan domain kebijakan internal SPBE. Karakteristik tingkat
kematangan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan kebijakan
Internal SPBE

Tingkat (level) Karakteristik
0 —tidak ada Kebijakan internal belum tersedia atau

masih berbentuk konsep

1 — Rintisan Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu waktu,
tidak terorganisasi dengan baik,tanpa

pemantauan dan hasil tidak terperediksi

2 — Terkeola Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-
dasar manajemen yang telah di definisikan dan
di dokumentasikan dilaksanakan berdasarkan
standar masing-masing unit organisasi.
Kebijakan internal terlah dilegalisasi, namun
pengaturannya bersifat parsial atau sektoral.

3 — Tersandarisasi Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya
dengan terstandarisasi oleh semua unit organisasi
terkait.

Kebijakan internal telah mengatur standar proses

tata kelola bagi semua unit organisasi terkait,
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tetapi belum mengatur keselarasan antar proses

tata kelola

4 — Terinergerasi dan

terukur

Proses tata kelola dilaksanakan terinergerasi
dengan proses tata kelola lain dan terukur
Kinerjanya secara kuantitatif

Kebijakan internal telah mengatur intergerasi
antar proses tata kelola dan mekanisme

pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut

5 — Optimum

Proses tata kelola dilaksanakan dengan

peningkatan kualitas secara berkesinambungan.

Kebijakan internal telah mengatur mekanisme

evaluasi berkelanjutan dan manajemen peruahan

Sumber : Birokrasi Reformasi, 2018

b.  Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi SPBE

Tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi SPBE diterapkan pada domain

layanan SPBE.Karakteristik tingkat kematangan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE

Tingkat Kriteria

1 — Informasi Layanan SPBE diberikan dalam bentuk
informasi satu arah.

2 — Interaksi Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi
dua arah.

3 — Transaksi Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran
informasi dan layanan

4 — Kolaborasi Layanan SPBE diberikan melalui intergerasi
dengan layanan SPBE lain.

5 — Optimalisasi Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap

perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan

eksternal.

Sumber : Birokrasi Reformasi, 2018
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3.4.3 Pembuatan RACI Chart

Pada penelitian ini langkah pertama dalam tahap pengumpulan pengolahan
dan analisa data menggunakan matriks penugasan tanggung jawab dan berhak
memutuskan atau lebih dikenal dengan istilah RACI yaitu matriks yang digunakan
dalam pengambilan keputusan, atau tindakan yang diambil dalam pekerjaan
(Satyareni & Mahanani, 2014).

Pembuatan RACI dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari calon
responden yang tepat sesuai dibutuhkan atau yang berwenang untuk menjadi

informan atau narasumber dalam wawancara dan observasi lapangan.

3.4.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara mengggunakan
wawancara atau asesmen lapangan. Asesmen menggunakan kuesioner yang telah
disediakan oleh Kementerian PANRB nomor 5 tahun 2018 tentang pedoman
evaluasi SPBE yang bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan SPBE di
Pemerintah Kota Madiun. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut dapat
dilihat pada lampiran kuesioner yang terdapat pada penjelasan dan data
pendukung indikator.
3.4.5 Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, dilakukan analisis data yaitu perhitungan
untuk menentukan penilaian tingkat kematangan dan bobot serta menentukan
nilai indeks secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada setiap indikator
pelaksanaan SPBE. Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai
berikut:
. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).
2. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
3. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).
4. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
5. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat kepentingan yang

[EEN

berbeda. Bobot setiap domain dan aspek dapat dilihat pada Tabel 3.5.Sedangkan
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nilai bobot setiap indikator dapat dihitung dari nilai bobot sebuah aspek dibagi

dengan jumlah indikatorpada aspek tersebut.
Tabel 3. 4 Bobot Domain dan Aspek

Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik 4

. . Jumalah Total
Domain dan Aspek Penilaian Indikator Bobot
Domain 1- Kebijakan Internal SPBE 17 17%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 7 %
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE 10 10%
Domain 2 — Tata Kelola SPBE 7 28%
Aspek 3 — Kelembagaan 2 8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan 2 8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan komunikasi 3 12%
Domain 3 — Layanan SPBE 11 55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan 7 35%
Berbasis Elektronik
20%

Sumber : (Birokrasi Reformasi, 2018)

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE

dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori yang disajikan pada tabel 3.5

dibawah ini.

Tabel 3. 5 Kategori Indeks SPBE
No Nilai Indeks Kategori
1. 42-50 Memuaskan
2. 3,5-<4,2 Sangat baik
3. 2,6 -<35 Baik
4, 18-<2,6 Cukup
5. <1,8 Kurang

Sumber : (Birokrasi Reformasi, 2018)



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

17

3.4.6 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dibangun berdasarkan analisis dan pengumpulan
data untuk membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan pada evaluasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Madiun. Menurut
Sommerville (2011) metode waterfall terdiri dari beberapa tahapan yang
runtun mulai dari analisis dan definisi, perancangan sistem, implementasi dan
pengujuian unit, integrasi dan pengujian sistem, operasi dan pemeliharaan.Alur

perancangan.Alur perancangan model waterfall dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Requirements

| Definition
b System and
Software Design

Implementation  § :

and Unit Testing ‘

Integrationand
System Testing
‘

Operation and
- Maintenance

Gambar 3. 2 Tahapan Metode Waterfall

Sumber : (Sommerville, 2011)
Pada penelitian ini menggunakan Model Waterfall dengan tahapan menurut
lan Sommerville (2011) ;
1. Requirements Definition
Requirement Analysis and Definition adalah tahapan penetapan fitur, kendala dan
tujuan sistem melalui konsultasi dengan pengguna sistem. Semua hal tersebut
akan ditetapkan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem.
2. System and Software Design
Pada Tahap System and Software Design ini akan dibentuk suatu arsitektur sistem
berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Sekain itu juga, dilakukan
identifikasi dan penggambaran terhadap abstraksi dasar sistem perangkat lunak
beserta hubungan-hubungannya.
3. Implementation and Unit Testing
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Dalam tahapan ini, hasil dari desain perangkat lunak akan direalisasikan sebagai
satu set program atau unit program. Setiap unit akan diuji apakah sudah
memenuhi spesifikasinya.

4. Integration and System Testing
Dalam tahap Integration and System Testing ini, setiap unit program akan
diintegrasikan satu sama lain dan diuji sebagai satu sistem yang utuh untuk
memastikan sistem sudah memenuhi persyaratan yang ada. Setelah itu sistem
akan dikirim ke pengguna sistem.

5. Operation and Maintenance
Pada tahapan ini, sistem diinstal dan mulai digunakan.Selain itu juga
memperbaiki error yang tidak ditemukan pada tahap pembuatan.Dalam tahap ini

juga dilakukan pengembangan sistem seperti penambahan fitur dan fungsi baru.

3.4.7 Implementasi
Dari desain yang telah dibuat maka akan di implementasikan ke dalam
bentuk sebuah program. Hal yang akan di lakukan dalam tahap ini antara lain :

1. Penulisan kode program (coding) menggunakan bahasa pemrograman
Page Hyper text Pre-Processor (PHP) Hypertext Markup Language
Cascading Style Sheets (HTML CSS).

2. Manajemen basis data menggunakan MySQL.

3.4.8 Tahap Pengujian

Tahap pengujian pada penelitian ini dilakukan ketika sistem yang
dibangun sudah siap untuk digunakan oleh user. Tujuan dari adanya tahap
pengujian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana data data yang telah diperoleh
berhasil dikelola dan diimplemetasikan dengan baik menggunakan metode yang
digunakan.Tahap pengujian itu sendiri dilakukan untuk mencari kesalahan
kesalahan yang mungkin terjadi ketika sistem digunakan oleh pengguna, sehingga
sistem dapat diperbaiki dan disempurnakan sebelum sistem digunakan oleh

pengguna.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19

Untuk melakukan pengujian penelitian ini menggunakan metode black box
testing. Black box testing merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari
kesalahan dan mendemonstrasikan fitur fitur yang ada pada sistem tersebut,
sehingga dapat diketahui bahwa input diterima dengan benar dan output yang
dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Pada penelitian ini melakukan pengujian
perangkat lunak yang mempunyai beberapa level menurut Williams (2006). Dengan
pengujian penelitian ini akan meningkatkan kemampuan akurasi pada tingkat

kematangan dan nilai indeks SPBE di Pemerintah Kota Madiun.

3.4.8 Gambaran Sistem

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan pendekatan Metode
(SPBE) dibuat untuk mengetahui tingkat dari kualitas Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Madiun dan memberikan masukan kepada
pihak yang terkait mengenai sejauh mana pelayanan yang telah di berikan kepada
warga Madiun dalam penggunaan e-Government .

Sistem ini memiliki 2 pengguna yaitu admin, untuk mengisi kuesioner yang
telah disediakan oleh Kementerian PANRB yaitu pedoman evaluasi SPBE.
Responden hanya untuk melihat hasil dan rekomendasi dari analisis evaluasi SPBE.
Kemudian sistem akan menghitung dari masukan kuesioner tersebut, lalu
menampilkan hasil dari nilai domain, aspek dan indeks SPBE untuk mengetahui
kekurangan serta kelebihan dari masing-masing komponen yang ada di Pemerintah
Kota Madiun.
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BAB 4. PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini akan dijelaskan tentang desain Pengembangan Evaluasi
Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Perancangan sisstem dimulai dari analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional
sistem, kemudian menjelaskan business process, use case diagram, use case

scenario, activity diagram dan entity relationship diagram (ERD).

4.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Tahapan analisis kebutuhan sistem ini merupakan tahapan yang sangat
penting dalam pembangunan sebuah sistem. Pada tahap ini menentukan
kebutuhan — kebutuhan yang dapat dilakukan oleh sistem. Tahapan analisis ini
dilakukan terhadap objek penelitian untuk memperoleh kebutuhan fungsional dan
kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan sistem diperoleh dari hasil
wawancara kepada pihak Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) di
Pemerintah Kota Madiun. Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti
menganalisis kebutuhan fungsional dijabarkan pada poin 4.1.1 dan poin 4.1.2

menjabarkan kebutuhan non-fungsional.

4.1.1 Kebutuhan Fungsional
Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang dapat dilakukan oleh
sistem agar sistem dapat berfungsi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna

terhadap sistem. Kebutuhan fungsional dari sistem ini yaitu :

Admin dapat mengelola biodata pengguna.
Admin dapat mengelola data kuesioner.
Responden dapat melihat hasil analisis kuesioner.
Responden dapat melihat saran.

Sistem dapat menampilkan data pengguna.
Sistem dapat menampilkan kuesioner

Sistem dapat menampilkan hasil analisis data.

© N o 0 K w DN

Sistem dapat menampilkan sara

20
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4.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional
Kebutuhan non-fungsional merupakan fitur-fitur yang dimiliki untuk
mendukung sistem dalam memenuhi kebutuhan fungsionalnya. Kebutuhan non-
fungsionalnya dari sistem ini yaitu :
1. Sistem menggunakan username dan password untuk autentifikasi akses
terhadap sistem.
2. Sistem menggunakan template dari bootstrap sehingga tampilan website

user friendly dan reziseable.

4.2 Desain Sistem

Tahapan yang dilakukan setelah melakukan analisis kebutuhan sistem yaitu
tahap perencanaan pembangunan sistem yang dapat digambarkan dengan desain
sistem. Desain sistem ini meliputi business process, use case diagram, use case

scenario, activity diagram, dan entity relantionship diagram (ERD).

4.2.1 Business Process

Business Process merupakan suatu kumpulan aktivitas yang terstruktur
untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau untuk menghasilkan produk. Ada
beberapa komponen di dalamnya, meliputi data yang menjadikan masukan
(input), data masukan yang kemudian diolah menjadi data keluaran (output),
media atau platform yang digunakan (uses), data yang berpengaruh ketika terjadi
perubahan data pada sistem lain (trigger), data yang diambil dari sistem lain
(supply) dan tujuan yang ingin dicapai (goal). Business Process sistem ini dapat

dilihat pada gambar 4.1
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»
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Y

Sistem pengukuran Evaluasi tingkat
. ceGoar

kematangan Sistem Pemerintahan

Website Usas=>
Berbasis Elektronik (SPBE)
7 N
e .
e Y

Data analisis

Gambar 4. 1 Business Process

4.2.2 Use Case Diagram
Menurut (Callista, Sari, Informasi, & Harapan, 2012) use case

menggambarkan fungsi-fungsi utama dari sistem dan berbagai user. Use case
diagram aplikasi dapat dilihat pada Gambar 4.2
uc Primary Use Cases /'

Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Madiun

Gambar 4. 2 Use Case Diagram SPBE
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Definisi Aktor

Definisi aktor merupakan penjelasan tentang aktor-aktor sebagai pengguna

dari aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang akan dibangun.

Terdapat dua aktor seperti yang dijelaskan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Definisi Aktor

No. Aktor Definisi Tugas
1. Admin Aktor admin memiliki hak akses secara penuh. Admin
dapat mengelola pernyataan yang ada pada kuesioner,
melihat analisis statistik responden dan hasil kuesioner.
2 Responden Responden memiliki hak akses untuk melihat hasil
analisis data yang tersedia di sistem
B. Definisi Use Case

Definisi use case merpakan penjelasan dari masing-masing use case atau

fitur-fitur dari aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan

dibangun. Terdapat sembilan use case seperti yang dijelaskan pada Tabel 4.2.

23
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Tabel 4. 2 Definisi Use Case
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No. Use Case Deskripsi

1. Login Merupakan alur dari aktor jika akan
masuk dalam aplikasi

2. Mengelola Kuesioner Proses menambah, melihat, mengubah
dan menghapus pernyataan kuesioner.

3. Mengelola Responden Proses menambah, melihat, mengubah
dan menghapus data responden.

4. Melihat Hasil Analisis Melihat hasil analisis hasil kuesioner.

5. Melihat Saran Melihat hasil saran.

6. Logout Merupakan proses keluar dari sistem
yang telah dikunjungi.

4.2.3 Use Case Scenario

Use case scenario berfungsi untuk menjelaskan alur aksi aktor dan

bagimana reaksi sistem pada skenario normal dan skenario alternatif saat

menggunakan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Use case

scenario dibuat dengan yang ada pada use case diagram seperti Tabel 4.3

Penjelasan urutan aksi aktor dan reaksi sistem pada skenario normal dan

skeario alternatif fitur login dan menambah akun dapat dilihat pada Tabel 4.3 ,

sedangkan untuk fitur yang lain dapat dilihat pada lampiran A.

Tabel 4. 3 Skenario Login

No. Usecase UCs o1

Nama Usecase Login

Aktor Admin, Responden

Deskripsi Fitur memasuki halaman beranda admin

Kondisi Awal Admin memasuki halaman awal sistem

Kondisi Akhir Admin berhasil masuk kedalam halaman beranda
admin

Flow Events

Aksi Aktor Reaksi Sistem

24


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

25

1. Membuka halaman website
Evaluasi Tingkat Kematangan
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Kota Madiun

2. Menampilkan halaman awal form login :

a. NIP (Text field)
Password (Text field)
Button Login

Menu Login

Menu Register

® o0

3. Mengisi form login

4. Klik button Login

5. Menampilkan halaman beranda

Skenario Alternatif : NIP atau Password salah

Aksi Aktor

Reaksi Sistem

4. Klik button Login

5. Menampilkan halaman login.

Skenario

Alternatif : Data tidak lengkap

Aksi Aktor

Reaksi Sistem

4. Klik button Login

5. Menampilkan alert “harap isi bidang ini”

4.2.4 Entity Diagram (ERD)

ERD pada sistem pengukuran tingkat kematangan ini menjelaskan
hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang

mempunyai hubungan antar relasi. ERD pada sistem ini dapat dilihat pada Gambar

4.3 dibawah.

o ‘pbe domain He
g id_domain : int(4)

sobe aspek
| 8 id_ospek s int(4)
A 4 id_domain: int(4)
& nama_aspek ; varchar(50)
£ isi_aspek « text

& nama_domain : varchar(20)
& isi_domein : text
# bobot : smallint(4)

spbe msers

@ id :int(i10) unsigned

1 name : varchar(255)

@ email : varchar(255)

® email_verified_at : imestamp
1@ pessword : varchar(255)

9 remember_token : varchar(100)
 created ot : timestamp

M updated_ct : timestemp

@ nip : varchar(30)

4 jobatan : smallint(2)

o ovcsaran
@ id_saran  int(4)

@ id_indikator : int(4)
@ level : smallint(2)
£ saran : text

() o indikater

o oociawaban
/| # id_indikator :int(4) % id_jawaban : int(8)
4 id_aspek : int(4) 4 id_indikator : int(4) o

& nama_indikator : varchar(50)
@ bsi_indikator : text

@ level O text

@ level 1: text

@ level 2: text

@ level 3:text

@ level 4:text

@ level 5: text

(@ pertanyaan : text

& pilihan : smailint @ |/
# id_instansi = int(2)

@ penjelasan : text

1 data_dukung : text

Gambar 4. 3 ERD
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e

obe instansi

/1 @ i instasi < int(4)

5 nama_instansi : varchar(50)

© nama_supervisar : varchar(50)

@ nip_supervisor : varchar(30)

@ jabatan_supervisor : varchar(50)
& noma_operator : varcher(50)

© nip_operator s varchar(30)

© jabatan_operator : varchar(50)
© keterangan : text

# status_isi : smallint(6)

© password_operator : varchar(50)
) pessword_supervisor : varchar(50)
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4.2.5 Activity Diagram
Activity Diagram berfungsi untuk menggambarkan logika prosedural,
proses bisnis, dan jalur kerja. Activity diagram dibuat sesuai dengan ada pada use

case scenario seperti pada Gambar 4.4.

act Activity_Login

Aktor Sistem

Membuka halaman Menampilkan halaman
bsitt awal form login

o

Mengisi form login

Data Lengkap?
Klik button Login /\ Tidak Menampilkan alert
"Harap isi bidang ini"
i rd Benar?

Menampilkan halaman
beranda

End

Gambar 4. 4 Activity Diagram Login

Activity diagram untuk mengelola kuesioner ditunjukkan pada gambar 4.4,

sedangkan untuk activity diagram fitur lain dapat dilihat pada lampiran B.

4.3 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi aplikasi yang telah dibuat. Proses
pengujian dilakukan dengan pengujian black box. Pengujian black box merupakan
pengujian yang dilakukan oleh user dengan menjalankan prrogram secara langsung

dan menganalisis input dan output yang dihasilkan oleh aplikasi.
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Pengujian black box untuk fitur mengelola pernyataan dapat dilihat pada

Tabel 4.4 dibawah. Sedangkan untuk pengujian fitur yang lain dapat dilihat pada

lampiran C.
Tabel 4. 4 Pengujian Fitur Mengelola Kuesioner
Aksi I—!asil yang Hasil sistem Hasil Pengujian -
diharapkan Gagal | Berhasil

Klik Menampilkan isi Menampilkan isi

“kuesioner” kuesioner evaluasi | kuesioner evaluasi
SPBE yang berisi | SPBE yang berisi
dropdown,domain, | dropdwon, domain, \
aspek, indikator, aspek, indikator,
pertanyaan dan pertanyaan dan
level pilihan 0 -5 | level pilihan 0 — 5

Klik “pilih Menampilkan Menampilkan

file” tampilan folder tampilan folder
yang dipilih untuk | yang dipilih untuk \
mengunggah file | mengunggah file
pendukung pendukung

Klik “simpan” | Menampilkan Menampilkan hasil
hasil analisis yang | analisis yang berisi
berisi nilai domain | nilai domain 1, J
1, domain 2, domain 2, domain
domain 3 dan nilai | 3 dan nilai indeks
indeks SPBE SPBE

27
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BAB 6 PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari peneliti tentang
penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dan saran tersebut diharapkan dapat

digunakan sebagai acuan pada penelitian selanjutnya.

6.1  Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan, dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti nilai indeks
total yang dihasilkan dari asesmen DISKOMINFO Kota Madiun
mendapatkan nilai 4,9745, sedangkan nilai indeks yang dihasilkan dari
reasesmen penjumlahan nilai domain adalah untuk 3,57204. Selisish nilai
antara hasil dari asesmen yang telah dilakukan olen DISKOMINFO Kota
Madiun dengan reasesmen yanng dilakukan oleh peneliti yaitu 1,40246.
Untuk mengetahui tingkat total nilai SPBE harus merujuk pada tabel 5.2
yaitu kategori nilai SPBE dimana hasil asesmen pada DISKOMINFO Kota
Madiun berada ditingkat pertama, antara nilai 3,5 < 4,2 yang menunjukan
kualitas SPBE berada dikategori SANGAT BAIK.

2. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, beberapa hal yang harus diperbaiki
untuk meningkatkan kualitas dan mencapai level maksimum pada evaluasi
tingkat kematangan SPBE yaitu ;

a. Pada domain 1, indikator 1 mendapat level 0. Untuk mencapai
nilai/level yang maksimum Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah
seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait tim pengarah
SPBE yang selanjutnya untuk di tetapkan dan diterapkan mencakup
pengaturan tugas - tugas oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung
penerapan SPBE. Setelah itu kebijakan tentang tim pengarah SPBE
dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar

sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
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. Padadomain 1, indikator 5 mendapat level 3. Untuk mencapai nilai/level
yang maksimum seharusnya Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah
terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal
pengoperasian pusat data (data center) dan dievaluasi secara berkala
untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan
ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Pada domain 1, indikator 8 mencapai level 1. Untuk mencapai nilai/
level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah
sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem naskah
dinas elektronik yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah
untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung
integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah.

. Pada domain 1, indikator 11 mencapai level 3. Untuk mencapai
nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan
internal sistem manajemen keuangan dan dievaluasi secara berkala
untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan
ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Pada domain 1, indikator 15 mencapai level 2. Untuk mencapai
nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan sudah terkoordinasi,
kerjasama atau integrasi penerapan SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah
Daerah lainnya yang kemudian terdapat evaluasi secara berkala terkait
penerapan Kkebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk
memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun
perubahan lingkungan dan teknologi.

Pada domain 1, indikator 16 mencapai level 3. Untuk mencapai
nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat/ Pemerintah
Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan

internal Wishtle Blowing System (WBS) dan dievaluasi secara berkala

62


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

63

untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan
ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

. Pada domain 2, indikator 21 mencapai level 3. Untuk mencapai
nilai/level yang maksimum Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah
seharusnya memiliki perencanaan dan penganggaran TIK yang
selanjutnya  seluruh  perencanaan dan  penganggaran TIK
dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK. Perencanaan dan
penganggaran TIK sudah terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit
pengelola TIK serta dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.
Kemudian hasil dari evaluasi perencanaan dan penganggaran TIK
ditindaklanjuti sebagai perbaikan penyusunan anggaran tahun
berikutnya.

. Pada domain 2, indikator 24 mendapat level 3. Untuk mencapai
nilai/level yang maksimum Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah
seharusnya penggunaan aplikasi berbagi umum pakai dapat
dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala.
Selanjutnya kinerja aplikasi umum berbagi pakai dapat ditingkatkan
secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan
pemantauan.

Pada domain 3, indikator 25 mendapat level 2. Untuk mencapai
nilai/level yang maksimum Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah
seharusnya penggunaan aplikasi berbagi umum pakai dapat
dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala.
Selanjutnya kinerja aplikasi umum berbagi pakai dapat ditingkatkan
secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan
pemantauan.

Pada domain 3, indikator 27 mendapat level 3. Untuk mencapai
nilai/level yang maksimum Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah
seharusnya sistem manajemen perencanaan melakukan kolaborasi
dimana layanan manajemen perencanaan diintegrasikan dengan layanan

manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya
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atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain. Sistem
manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan
terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

. Pada domain 3, indikator 28 mendapat level 3. Untuk mencapai
nilai/level yang maksimum Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah
seharusnya sistem penganggaran sudah melakukan kolaborasi dimana
layanan penganggaran diintegrasikan dengan layanan manajemen
pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau
terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti
kementerian keuangan. Sistem manajemen perencanaan dapat terus
ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,
teknologi dan kebutuhan instansi.

Pada domain 3 , indikator 32 mendapat level 3. Untuk mencapai
nilai/level yang maksimum Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah
seharusnya sistem layanan pengaduan publik melakukan kolaborasi
dimana layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan
seperti layanan manajemen Kinerja atau terintegrasi dengan layanan
SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan identifikasi penduduk
(administrasi kependudukan).

. Pada domain 3, indiaktor 33 mendapat level 3. Untuk mencapai nilai/
level yang maksimum Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah seharusnya
sistem Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH) telah menyediakan
layanan kolaborasi dimana layanan JDIH terintegrasi dengan layanan
SPBE pemerintah lainnya seperti kemeterian hukum dan HAM. Sistem
Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum (JDIH) dapat terus
ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,
teknologi dan kebutuhan instansi.

. Pada domain 3, indiaktor 34 mendapat level 2. Untuk mencapai
nilai/level yang maksimum Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah
seharusnya WBS menyediakan layanan interaksi dimana pengguna

dapat menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada
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pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan.
WBS menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS
diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja
atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.

0. Pada domain 3, indiaktor 37 mendapat level 2. Untuk mencapai
nilai/level yang maksimum seharusnya sudah dapat memberikan
layanan publik kolaborasi dimana layanan publik dapat diintergerasikan
dengan suatu layanan yang lain seperti layanan indentifikasi penduduk
(administrasi kependudukan) atau diintergerasikan dengan layanan
SPBE instansi pemerintah lainnya.

6.2  Saran Pengembangan Penelitian

Adapun saran yang ditunjukan untuk memberikan masukan yang lebih baik

yaitu sebagai berikut:

1. Dari asesmen yang telah dilakukan oleh pihak DISKOMINFO Kota Madiun
terdapat beberapa data dukung yang tidak sesuai dengan indikator, maka
diharapkan DISKOMINFO Kota Madiun dapat memberikan data dukung
yang sesuai agar mendapatkan nilai/level yang maksimal.

2. Dari hasil peneleitian pada DISKOMINFO Kota Madiun, peneliti
mendapatkan beberapa indikator yang masih memiliki level dibawah nilai
3, walaupun lebih banyak indikator yang sudah mencapai level maksimal.
Setelah dilakukannya reasesmen diharapkan DISKOMINFO Kota Madiun
untuk memperbaiki kekurangan yang ada sebelum adanya asesmen
lapangan yang akan dilakukan oleh pihak Kementerian PANRB.

3. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode
lain seperti COBIT, dan sebagianya.
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LAMPIRAN

LAMPIRAN A. SKENARIO

1. Skenario Login
Tabel A. 1 Skenario Login

No. Usecase UCS 01

Nama Usecase Login

Aktor Admin, Responden

Deskripsi Fitur memasuki halaman beranda admin

Kondisi Awal Admin memasuki halaman awal sistem

Kondisi Akhir Admin berhasil masuk kedalam halaman beranda
admin

Flow Events

SeeroNGTIREER A\ 4 I
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Membuka halaman
website Evaluasi Tingkat
Kematangan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik Kota Madiun

2. Menampilkan halaman awal form login :
a. NIP (Text field)
b. Password (Text field)
c. Button Login
d. Menu Login
e. Menu Register

3. Mengisi form login

4. Klik button Login
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5. Menampilkan halaman beranda

Skenario Alternatif : NIP atau Password salah
Aksi Aktor Reaksi Sistem
4. Klik button Login

5. Menampilkan halaman login.

Skenario Alternatif : Data tidak lengkap
Aksi Aktor Reaksi Sistem
4. Klik button Login

5. Menampilkan alert “harap isi bidang ini”

2. Skenario Menambah Akun
Tabel A. 2 Skenario Menambah Akun

No. Usecase UCS 02
Nama Usecase Menambah Akun
Aktor Admin
Deskripsi Fitur menambah akun admin
Kondisi Awal Admin memasuki halaman awal sistem
Kondisi Akhir Admin berhasil menambah akun
Flow Events
R ol AN A /TN
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Membuka halaman
website  Evaluasi
Tingkat
Kematangan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Kota Madiun
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2. Menampilkan halaman awal form login
website :
a. NIP (Text field)
b. Password (Text field)
c. Button Login
d. Menu Register

e. Menu Login

3. Klik menu Register

4. Menampilkan form register antara lain:
a. Name (Text field)

b. Nip (text field)
c. E-mail address (text field)
d. Password (text field)
e. Confirm password (text field)
f. Button register
g. Menu Login
h. Menu register

5. Mengisi form

register

6. KIik button register

7. Menampilkan dashboard informasi “you are

login in”

Skenario Alternatif : Data tidak lengkap

Aksi Aktor Reaksi Sistem

6. Klik button Register

7. Menampilkan alert “harap isi bidang ini”
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3. Skenario Mengelola Instansi

Tabel A. 3 Skenario Mengelola Instansi

No. Usecase UCS 03

Nama Usecase Mengelola Intansi

Aktor Admin

Deskripsi Fitur untuk mengelola data instansi berupa

menambah, merubah dan menghapus instansi
Kondisi Awal Admin memilih menu instansi
Kondisi Akhir Admin berhasil menambah, mengubah, dan

menghapus intansi

Flow Events
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Klik menu Instansi
2. Menampilkan halaman form tambah Instansi antara
lain:

a. Nama instansi pusat/pemerintah daerah

b. Nama penanggung jawab (supervisor)
c. Nama operator

d. Nip penanggung jawab

e. Nip operator

f. Jabatan penangung jawab

g. Jabatan operator

h. Password penanggung jawab

Password operator
j.  Button tambah
Menampilkan daftar responden antara lain:
a. Instansi
b. Penangung jawab
c. Operator
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d. Aksi
e Button edit
e Button delete
3. Mengisi form tambah
instansi
4. Klik button Tambah
5. Menampilkan data instansi pada daftar
responden antara lain:
a. Instansi
b. Penanggung jawab
c. Opertator
d. Aksi
e Button edit
e Button delete
Skenario Alternatif : Data tidak lengkap
Aksi Aktor Reaksi Sistem
4. Klik button Tambah pada
instansi
5. Menampilkan alert “harap isi bidang ini”
Kiprario N G ETNNGY ~  /HEN
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1. Klik menu Instansi

2.  Menampilkan halaman form tambah Instansi

antara lain:
a. Nama instansi pusat/pemerintah daerah
b. Nama penanggung jawab (supervisor)
c. Nama operator
d. Nip penanggung jawab
e. Nip operator
f. Jabatan penangung jawab
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3. klik aksi button
edit pada data
instanti yang ingin
dirubah

5. Mengisi form edit
instansi

6. KIlik button simpan

g. Jabatan operator

J-

Password penanggung jawab
Password operator

Button tambah

Menampilkan daftar responden antara lain:

a
b.

C.

=

Instansi
Penangung jawab
Operator
Aksi

e Button edit

e Button delete

Menampilkan form edit instansi atara lain:

a. Nama instansi pusat/pemerintah daerah
b. Nama penanggung jawab (supervisor)
c. Nama operator

d. Nip penanggung jawab

e. Nip operator

f. Jabatan penanagung jawab

g. Jabatan operator

h. Button simpan

Button close

7. Menampilkan halaman instansi

Skenario Alternatif : Data tidak lengkap
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Aksi Aktor Reaksi Sistem
5.. Klik simpan
6. Menampilkan alert “harap isi bidang ini”
Skenario Alternatif : Batal mengubah instansi
Aksi Aktor Reaksi Sistem
5.. Klik close
6. Menampilkan halaman instansi
EEED gD v . N
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1. Klik menu Instansi

2. Menampilkan halaman form tambah Instansi antara

lain:
a. Nama instansi pusat/pemerintah daerah
b. Nama penanggung jawab (supervisor)
c. Nama operator
d. Nip penanggung jawab
e. Nip operator
f. Jabatan penangung jawab
g. Jabatan operator
h. Password penanggung jawab

Password operator
j. Button tambah
Menampilkan daftar responden antara lain:
6. Instansi
7. Penangung jawab
8. Operator
9. Aksi
e Button edit

e Button delete
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3. Kklik button delete pada
data instansi yang ingin
dihapus

4.menampilkan halaman awal instansi

4. Skenario Mengisi kuesioner

Tabel A. 4 Skenario Mengisi Kuesioner

No. Usecase UCS 04
Nama Usecase Mengisi Kuesioner
Aktor Admin
Deskripsi Fitur untuk mengisi kuesioner
Kondisi Awal Admin memilih menu kuesioner
Kondisi Akhir Admin berhasil menambah kuesioner
Flow Events
SeenarioNITFRgR- iy 4PA [N
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1. Kilik menu
Kuesioner

Menampilkan halaman form kuesioner:

2
a. Instansi (drop down)
b

Level
c. Keterangan
d. Pilihan
e. Button keterangan
f. Penjelasan

g. Data dukung
e Button pilih file
h. Button simpan
3. Pilih instansi yang
akan dinilai
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4. mengisi  kuesioner
antara lain:
a. level
b. penjelasan
c. data dukung
5. KIlik button simpan

Skenario Alternatif : Data tidak lengkap
Aksi Aktor Reaksi Sistem
5. Klik button next
6. Menampilkan pop up data tidak lengkap
Arerg TN Ve e 0 . N . N
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1. Klik menu
Kuesioner
Menampilkan halaman form kuesioner:

Instansi (drop down)

o 2 DN

Level
Keterangan
Pilihan

Button keterangan

- ® o O

Penjelasan
g. Data dukung
e Button pilih file
h. Button simpan
3. Kilik button
keterangan
4. Menampilkan pop up penjelasan indikator
e Button close
Skenario Alternatif : batal menampilkan keterangan
Aksi Aktor Reaksi Sistem
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4. Klik button close

5. Menampilkan halaman awal kuesioner

5. Skenario Melihat Hasil Kuesioner

Tabel A. 5 Skenario Melihat Hasil Kuesioner

No. Usecase UCS 05

Nama Usecase Melihat hasil kuisioner

Aktor Admin, Responden

Deskripsi Fitur untuk melihat hasil kuisioner yang telah

diberikan oleh admin

Kondisi Awal Admin dan responden memilih hasil
Kondisi Akhir Admin dan responden berhasil melihat hasil kuisioner
Flow Events
SeenarioNofffNrectipsibisicnr QR 00 [
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1. Klik menu Hasil
kuesioner

2. Menampilkan halaman hasil kuisioner :
a. nama instansi (drop down)

b. button lihat

c. indikator

d. pilihan

e. penjelasan

f. data dukung

g. kondisi

e Button lihat
i. saran

e Button lihat
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3.Memilih instansi
4 Klik button lihat

5.menampilkan hasil kuesioner

Aksi Aktor Reaksi Sistem
2. Klik menu Hasil
kuesioner

2. Menampilkan halaman hasil kuisioner :
a. nama instansi (drop down)
b. button lihat
c. indikator
d. pilihan
e. penjelasan
f. data dukung
g. kondisi
e Button lihat
J. saran

e Button lihat

3.Memilih instansi
4 Klik button lihat
5.menampilkan hasil kuesioner
6. Klik button lihat
kondisi

7. Menampilkan pop up kondisi indikator

Aksi Aktor Reaksi Sistem
3. Klik menu Hasil
kuesioner
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2. Menampilkan halaman hasil kuisioner :
a. nama instansi (drop down)
b. button lihat
c. indikator
d. pilihan
e. penjelasan
f. data dukung
g. kondisi

e Button lihat
k. saran

e Button lihat

3.Memilih instansi
4.Klik button lihat
5.menampilkan hasil kuesioner
Klik button lihat
saran

9. Menampilkan pop up saran indikator
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6. Skenario Melihat Analisis
Tabel A. 6 Skenario Melihat Analisis

No. Usecase UCS 06
Nama Usecase Melihat Analisis
Aktor Admin, Responden
Deskripsi Fitur untuk melihat analisis
Kondisi Awal Admin dan responden memilih menu analisis
Kondisi Akhir Admin dan responden berhasil melihat analisis
Flow Events
PO LRI R mam "~ O e N
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Klik menu analisis
2. Menampilkan halaman Analisis :
a. Nama instansi (drop down)
b. Button total
c. Button domain 1
d. Button domain 2
e. Button domain 3
3. Klik button total
4. Menampilkan table indeks SPBE antara lain:
a. Indeks SPBE

b. Domain
c. Diagram
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Klik menu analisis
2. Menampilkan halaman Analisis :
a. Nama instansi (drop down)
b. Button total
c. Button domain 1
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d. Button domain 2

e. Button domain 3

3. Klik button Domain 1
5. Menampilkan tabel kebijakan internal
SPBEantara lain:

a. Indeks Domain kebijakan

b. Aspek
c. diagram
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Klik menu analisis
2. Menampilkan halaman Analisis :
a. Nama instansi (drop down)
b. Button total
c. Button domain 1
d. Button domain 2
e. Button domain 3
3. Klik button Domain 2
5. Menampilkan tabel tata kelola SPBE antara
lain:

a. Indeks domain tata kelola

b. Aspek
c. Diagram
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Klik menu analisis
2. Menampilkan halaman Analisis :
a. Nama instansi (drop down)
b. Button total

c. Button domain 1
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d. Button domain 2

e. Button domain 3

3. Klik button Domain 3

Menampilkan tabel layanan SPBE antara lain:
Indeks Domain Layanan

Aspek

c. Diagram

o o

7. Skenario Logout
Tabel A. 7 Skenario Logout

No. Usecase UCS 07
Nama Usecase Logout
Aktor Admin, Responden
Deskripsi Fitur untuk keluar dari sistem
Kondisi Awal Admin telah masuk kedalam sistem evaluasi SPBE
kota Madiun
Kondisi Akhir Admin berhasil keluar dari sistem
Flow Events
Krgrerio NN NN . /TN
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Klik tombol logout pada
icon user
2. Menampilkan halaman awal antara lain:
a. NIP (Text field)
b. Password (Text field)

c. Button Login

e

Menu Login
e. Menu Register
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LAMPIRAN B. ACTIVITY DIAGRAM

1. Activity Diagram Login

Sistem

Gambar B. 1 Activity Login
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2. Activity Diagram Mengelola Instansi

act activity_mengelola instansi /

Aktor Sistem

Menampilkan halaman
form tambah Instans.

-

Klik menu Instansi

Mengisi form tambah
instansi

Data Lengkap?

Tidsk

Menampilkan alert
"harap isi bidang ini"

Klik button Tambah

Menampilkan data
instansi pada daftar
responden

Menampilkan form edit
instansi

klik aksi button edit pada
data instanti yang ingin
dirubah

Klik button delete pada
data instansi yang ingin
dihapus

Dats Lengkap?

Menampilkan alert
“harap isi bidang ini"

Klik Simpan

Klik button close
Menampilkan halaman

instansi

End
(* Menampilkan halaman m
= instansi

Menampilkan halaman
awal instansi

Gambar B. 2 Activity Mengelola Instansi
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3. Activity Diagram Mengisi Kuesioner

act Activity_Mengisi_Kuisioner /

Alctor

Sistemn

Klik menu Kuesioner

Pilih instansi yang akan
dinilai

Menampilkan halaman
form

_ay

Mengisi kuesioner

Klik button next

Data tidak lengkap™ B
Menampilkan pop up
/\ data tidak lengkap

Activity3

Gambar B. 3 Activity Mengisi Kuesioner
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4. Activity diagram Melihat Kuesioner

act Activity_MeIihat_Kuisinner/

Aktor

Sistem

Menampilkan halaman
hasil kuisioner

Klik button lihat

Menampilkan hasil
kuesioner

L ——=| Klik button lihat kondisi

Menampilkan pop up
kondisi indikator :

——=| Klik button lihat saran

Menampilkan pop up End
saran indikator

Gambar B. 4 Activity Melihat Kuesioner

5. Activity Diagram Melihat Hasil Analisis

act Activity_Melihat Analisis /

Alktor Sistem
Klik menu analisis LEIECEoEs iTEmen
analisis

tabel

| Klik button total

indeks SPBE

Menampilkan tabel

———=| Klik button domain 1

kebijakan internal SPEE

Ikan tabel tata

_;,' Klik button domain 2

kelola SPBE

Menampilkan tabel

Klik button domain 3

layanan SPEE

Gambar B. 5 Activity Melihat Analisis
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6. Activity Diagram Logout

act Act_logout /

Aktor

Sistem

Klik tombol legout pada
icon user

Menampilkan halaman awal
masuk Sistem Evaluasi
Tingkat Kematangan Sistem

Pemerintah Berbasis
Elektronik Kota Madiun

End

Gambar B. 6 Activity Logout

LAMPIRAN C. PENGUJIAN BLACKBOX

C.1 Pengujian Login

Tabel C. 1 Pengujian Login

Hasil Pengujian

Aksi Hasil Sistem
Berhasil | Gagal

Membuka halaman web | Menampilkan halaman awal | [+] [
evaluasi SPBE login yang berisi nip, password,

button login, menu login dan

menu register.
Klik button login Menampilkan halaman beranda | [V] []

admin.
Username atau Password | Menampilkan halaman login [ [
salah
Data tidak lengkap Menampilkan alert “harap isi [ [

bidang ini”

87



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

C.2 Pengujian fitur Menambah Akun
Tabel C. 2 Menambah Akun

Hasil Pengujian

Aksi Hasil Sistem
Berhasil | Gagal

Membuka halaman web | Menampilkan halaman awal [\/] [
evaluasi SPBE login yang berisi nip, password,

button login, menu login, menu

register
Klik menu Register Menampilkan form register | [] []

berupa name, nip, e-mail

address, password, confirm

password, button register, menu

login, menu register
Klik button register Menampilkan dashboard

informasi “you are login in”
Data tidak lengkap Menampilkan alert “harap isi [ [

bidang ini”

C.3 Pengujian fitur Mengelola Instansi

Tabel C. 3 Mengelola Instansi

Aksi Hasil

Hasil Pengujian

Berhasil

Gagal

Klik menu Instansi Menampilkan halaman Instansi [\/]

berisi nama instansi, nama

[]
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penanggung jawab, nama
operator, nip  penanggung
jawab dan operator, jabatan
penanggung jawab dan
operator, password penangung

jawab dan operator.

Berhasil

Klik button tambah

Menampilkan data instansi
pada daftar responden berupa
instansi, penanggung jawab,
operator, dan aksi.

V]

[]

Data tidak lengkap

Menampilkan alert “harap isi
bidang ini”

V]

[]

C.4 Pengujian fitur Mengisi Kuesioner

Tabel C. 4 Pengujian Mengisi Kuesioner

Aksi

Hasil Sistem

Hasil Pengujian

Berhasil

Gagal

Klik menu kuesioner

Menampilkan halaman ISi
kuesioner berupa instansi
dropdown, level, keterangan,
pilihan, button keterangan,
penjelasan, data dukung file |,

button simpan

[V]

[]

Pilih drop down instasni

yang akan dipilih

Menampilkan instansi yang akan

di nilai

[V]
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Mengisi kuesioner

Menampilkan halaman ISi
kuesioner  berupa  level

penjelasan, dan data dukung file.

[V]

Klik button simpan Menyimpan kuesioner yang telah | []
diisi
Data tidak lengkap Menampilkan pop up “harap isi | []

bidang”

C.5 Pengujian fitur Melihat Hasil Kuesioner

Tabel C. 5 Pengujian Melihat Kuesioner

Hasil Pengujian

Aksi Hasil Sistem
Berhasil Gagal
Klik menu hasil | Menampilkan isi Kkuesioner berupa | [] [
kuesioner nama instansi drop down, button lihat,
indikator, pilihan, penjelasan, data
dukung,kondisi, dan saran.
Klik drop down | Menampilkan instansi yang dipilih V] [

instansi

Klik button lihat

Menampilkan hasil kuesioner
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C.6 Pengujian fitur Melihat Analisis

Tabel C. 6 Melihat Analisis

Hasil pengujian

dan indikator 3 layanan SPBE

Aksi Hasil Sistem
Berhasil Gagal
Klik menu analisis Menampilkan  halaman analisis [\/] []
berupa nama instansi drop down,
button total, button domain 1, button
domain 2, button domain3
Klik button total Menampilkan tabel indeks SPBE | []
berisi indeks SPBE, domain,
diagram
Klik button domain 1 | Menampilkan diagram dan nilai | []
indeks SPBE
Klik button domain 2 | Menampilkan diagram tiap aspek | []
dan indikator tata kelola SPBE
Klik button domain 3 | Menampilkan diagram tiap aspek | []

LAMPIRAN D. SARAN

Indikator 1

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait tim pengarah SPBE yang

selanjutnya untuk di tetapkan dan diterapkan mencakup pengaturan tugas - tugas

oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung penerapan SPBE. Untuk koordinasi
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antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang terdapat pada tugas —
tugas tim pengarah SPBE setelah itu kebijakan tentang tim pengarah SPBE
dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai

dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya menetapkan konsep kebijakan internal terkait tim pengarah SPBE
yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung
penerapan SPBE. Jika sudah diterapkan maka seharusnya juga Terkoordinasi
antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang terdapat pada tugas —
tugas tim pengarah SPBE setelah itu kebijakan tentang tim pengarah SPBE
dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai
dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya kebijakan internal terkait tim pengarah SPBE telah mendukung
penerapan SPBE pada semua unit kerja / perangkat dan antar pemerintah daerah
atau antar instansi pusat dan pemerintah daerah . Terdapat evaluasi secara
berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk
memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun
perubahan lingkungan dan teknologi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan
internal tim pengarah SPBE dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki
kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan

dan teknologi

. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat /Pemerintah
Daerah sudah melakukan evaluasi secar berkala terkait penerapan kebijakan
internal, evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut dengan
kebutuhan Instansi Pusat/penerapan ataupun perubahan lingkungan dan
teknologi.
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Indikator 2

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait proses bisnis yang
selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan untuk mendukung standarisasi
penyusunan proses bisnis oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPBE.
Kemudian kebijakan telah mendukung integrasi proses bisnis antar instansi
pusat, antar daerah dan atau antar instansi pusat / pemerintah daerah. Kemudian
kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan

lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait proses bisnis
telah mendukung standarisasi penyusunan proses bisnis. Selanjutnya diterapkan
untuk mendukung integrasi proses bisnis dalam Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah dan atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjalankan
SPBE. Kemudian kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala

terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sudah menerapkan kebijakan internal terkait proses bisnis dan sudah
terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah dan atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
untuk menjalankan SPBE lainnya yang kemudian terdapat evaluasi secara
berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk
memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan ataupun perubahan

lingkungan dan teknologi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan
internal proses bisnis dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki
kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan
dan teknologi.
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4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan
kebijakan internal terkait bisnis proses, evaluasi digunakan untuk memperbaiki
kebijakan tersebut dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan

teknologi.
Indikator 3

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait rencana induk SPBE yang
selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan untuk mendukung pengaturan
rencana induk SPBE yang mencakup sebagian / seluruh muatan rencana insuk
SPBE vyaitu visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE.
Selanjutnya kebijakan telah mendukung pengaturan rencana induk SPBE
mencakup integrasi antar pemerintah daerah / instansi pusat dan atau antar
pemerintah daerah dan instansi. Kemudian kebijakan dipantau, dinilai dan
dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan

kebutuhan instansi / pemerintah daerah.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya menetapkan kebijakan internal yang mendukung pengaturan rencana
induk SPBE dan diterapkan untuk mendukung pengaturan rencana induk SPBE
yang mencakup sebagian / seluruh muatan rencana insuk SPBE yaitu visi dan
misi SPBE, arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE. Selanjutnya kebijakan telah
mendukung pengaturan rencana induk SPBE mencakup integrasi antar
pemerintah daerah / instansi pusat dan atau antar pemerintah daerah dan instansi.
Kemudian kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap

perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi / pemerintah daerah.

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya menerapkan kebijakan internal untuk mendukung pengaturan
rencana induk SPBE yang mencakup sebagian / seluruh muatan rencana insuk
SPBE vyaitu visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE.
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Selanjutnya kebijakan telah mendukung pengaturan rencana induk SPBE
mencakup integrasi antar pemerintah daerah / instansi pusat dan atau antar
pemerintah daerah dan instansi. Kemudian kebijakan dipantau, dinilai dan
dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan

kebutuhan instansi / pemerintah daerah..

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya kebijakan internal mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang
mencakup sebagian / seluruh muatan rencana insuk SPBE yaitu visi dan misi
SPBE, arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE. Selanjutnya kebijakan telah
mendukung pengaturan rencana induk SPBE mencakup integrasi antar
pemerintah daerah / instansi pusat dan atau antar pemerintah daerah dan instansi.
Kemudian kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap
perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi / pemerintah daerah..

4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan
internal terkait rencana induk SPBE, evaluasi digunakan untuk memperbaiki
kebijakan tersebut dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan

teknologi.
Indikator 4

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya memiliki konsep kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran
TIK yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan untuk mendukung
pengaturan rencana induk SPBE yang mencakup sebagian / seluruh muatan
rencana insuk SPBE yaitu visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE dan peta jalan
SPBE. Selanjutnya kebijakan telah mendukung pengaturan kebijakan terkait
perencanaan dan penganggaran TIK mencakup integrasi antar pemerintah
daerah / instansi pusat dan atau antar pemerintah daerah dan instansi. Kemudian
kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan
lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi / pemerintah daerah.
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1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menetapkan kebijakan terkait perencanaan dan
penganggaran untuk mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang
mencakup sebagian / seluruh muatan rencana insuk SPBE yaitu visi dan misi
SPBE, arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE. Kebijakan telah mendukung
pengaturan kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran TIK mencakup
integrasi antar pemerintah daerah / instansi pusat dan atau antar pemerintah
daerah dan instansi. Kemudian kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara
berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi /
pemerintah daerah.

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
Seharusnya kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK telah
mendukung pengaturan yang mencakup sebagian / seluruh muatan rencana insuk
SPBE vyaitu visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE.
Selanjutnya kebijakan telah mendukung pengaturan kebijakan terkait
perencanaan dan penganggaran TIK mencakup integrasi antar pemerintah
daerah / instansi pusat dan atau antar pemerintah daerah dan instansi. Kemudian
kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan

lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi / pemerintah daerah.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait
kebijakan internal perencanaan dan penganggaran TIK dan dievaluasi secara
berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah
Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan
internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK, evaluasi digunakan untuk
memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi Pusat/penerapan

ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
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Indikator 5

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya
memiliki konsep kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data (data
center) yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah
Daerah untuk melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan
dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan

kebutuhan instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait
pengoperasian pusat data (data center) yang selanjutnya diterapkan oleh
Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan

mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait pengoperasian
pusat data (data center) dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi
penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian
terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil
evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan
kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan

teknologi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait
kebijakan internal pengoperasian pusat data (data center) dan dievaluasi secara
berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah
Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan

internal terkait pengoperasian pusat data (data center), evaluasi digunakan untuk
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memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi Pusat/penerapan

ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Indikator 6

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya
memiliki konsep kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikasi yang
selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan SPBE. Yang selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan
dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan

kebutuhan instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait integrasi
sistem aplikasi yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk
menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung integrasi

proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait integrasi sistem
aplikasi dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian terdapat evaluasi
secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan
untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun
perubahan lingkungan dan teknologi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait
kebijakan internal integrasi sistem aplikasi dan dievaluasi secara berkala untuk
memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun

perubahan lingkungan dan teknologi.

4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah
Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan

internal terkait integrasi sistem aplikasi, evaluasi digunakan untuk memperbaiki

98


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi Pusat/penerapan ataupun
perubahan lingkungan dan teknologi.

Indikator 7

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya
memiliki konsep kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi
pakai yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah
untuk melaksanakan SPBE. Yang selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan
dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan

kebutuhan instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait
penggunaan aplikasi umum berbagi pakai yang selanjutnya diterapkan oleh
Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan

mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait penggunaan
aplikasi umum berbagi pakai dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi
penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian
terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil
evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan
kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait
kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dan dievaluasi
secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan

kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah
Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan

internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai, evaluasi digunakan
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untuk memperbaiki  kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi
Pusat/penerapan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Indikator 8

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya
memiliki konsep kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik yang
selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi
secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem
naskah dinas elektronik yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah
untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung
integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem naskah
dinas elektronik dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan
SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian terdapat
evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi
digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait
kebijakan internal sistem naskah dinas elektronik dan dievaluasi secara berkala
untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah
Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan

internal terkait sistem naskah dinas elektronik, evaluasi digunakan untuk
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memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan ataupun perubahan

lingkungan dan teknologi.
Indikator 9

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya
memiliki konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen kepegawaian yang
selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi
secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem
manajemen kepegawaian yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah
untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung

integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem
manajemen kepegawaian dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi
penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian
terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil
evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan
kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan

teknologi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait
kebijakan internal sistem manajemen kepegawaian dan dievaluasi secara berkala
untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah

Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan
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internal terkait sistem manajemen kepegawaian, evaluasi digunakan untuk
memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan ataupun perubahan

lingkungan dan teknologi.
Indikator 10

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya
memiliki konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan
penganggaran Yyang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh
Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau,
dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi

dan kebutuhan instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem
manajemen perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya diterapkan oleh
Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan

mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem
manajemen perencanaan dan penganggaran dan sudah terkoordinasi, kerjasama
atau integrasi penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang
kemudian terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal.
Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai

dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait
kebijakan internal sistem  manajemen perencanaan dan penganggaran dan
dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai

dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah

Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan
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internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran, evaluasi
digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi

Pusat/penerapan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Indikator 11

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya
memiliki konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan yang
selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi
secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem
manajemen keuangan yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah
untuk menjalankan SPBE. Setelah diterapkan maka akan mendukung integrasi

proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem
manajemen keuangan dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi
penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian
terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil
evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan

kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait
kebijakan internal sistem manajemen keuangan dan dievaluasi secara berkala
untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah

Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan
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internal terkait sistem manajemen keuangan, evaluasi digunakan untuk
memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan ataupun perubahan

lingkungan dan teknologi.
Indikator 12

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya
memiliki konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja yang
selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi
secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem
manajemen Kinerja yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk
menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung integrasi

proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem
manajemen kinerja dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan
SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian terdapat
evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi
digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan

ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait
kebijakan internal sistem manajemen kinerja dan dievaluasi secara berkala untuk
memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun

perubahan lingkungan dan teknologi.

4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah

Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan
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internal terkait sistem manajemen Kinerja, evaluasi digunakan untuk
memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi Pusat/penerapan

ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Indikator 13

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya
memiliki konsep kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik
yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi
secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem
pengadaan secara elektronik yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah
Daerah untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung

integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem
pengadaan secara elektronik dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi
penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian
terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil
evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan

kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait
kebijakan internal sistem pengadaan secara elektronik dan dievaluasi secara
berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah

Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan
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internal terkait sistem pengadaan secara elektronik, evaluasi digunakan untuk
memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi Pusat/penerapan

ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Indikator 14

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya
memiliki konsep kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik yang
selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi
secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem
pengaduan publik yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk
menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung integrasi

proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem
pengaduan publik dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan
SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian terdapat
evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi
digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan

ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait
kebijakan internal sistem pengaduan publik dan dievaluasi secara berkala untuk
memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah

Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan
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internal terkait sistem pengaduan publik, evaluasi digunakan untuk memperbaiki
kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi Pusat/penerapan ataupun

perubahan lingkungan dan teknologi.
Indikator 15

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya
memiliki konsep kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan
informasi hukum (JDIH) yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh
Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau,
dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi

dan kebutuhan instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem
jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang selanjutnya diterapkan
oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka
akan mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah

Daerah

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem jaringan
dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dan sudah terkoordinasi, kerjasama
atau integrasi penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang
kemudian terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal.
Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai

dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait
kebijakan internal sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)
dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai
dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
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4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah
Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan
internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH),
evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan

Instansi Pusat/penerapan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Indikator 16

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya
memiliki konsep kebijakan internal terkait Wishtle Blowing System (WBS) yang
selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi
secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait proses
bisnis yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan
SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung integrasi proses bisnis di

dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait Wishtle
Blowing System (WBS) dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi
penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian
terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil
evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan

kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait
kebijakan internal Wishtle Blowing System (WBS) dan dievaluasi secara berkala
untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
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4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah
Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan
internal terkait Wishtle Blowing System (WBS), evaluasi digunakan untuk
memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi Pusat/penerapan

ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Indikator 17

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya
memiliki konsep kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik pada Instansi
Pusat/Pemerintah yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh
Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau,
dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi

dan kebutuhan instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem
pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah yang selanjutnya diterapkan
oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka
akan mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah
Daerah

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem
pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah dan sudah terkoordinasi,
kerjasama atau integrasi penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
lainnya yang kemudian terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan
kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan
tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan

teknologi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait

kebijakan internal sistem pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah dan
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dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai
dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah
Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan
internal terkait sistem pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah, evaluasi
digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi

Pusat/penerapan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
Indikator 18

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah memiliki tim pengarah SPBE. Instansi Pusat / Pemerintah
Daerah sudah memiliki tim pengarah SPBE dan sudah dilaksanakan secara
sementara (ad-hoc) selanjutnya tim pengarah SPBE dilaksanakan secara
sebagian atau secara keseluruhan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian
tim pengarah SPBE di pantau dan di evaluasi secara berkala.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
memiliki tim pengarah SPBE dan sudah dilaksanakan secara sementara (ad-hoc)
yang selanjutnya tim pengarah SPBE dilaksanakan secara sebagian atau secara
keseluruhan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian tim pengarah SPBE

di pantau dan di evaluasi secara berkala.

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
memiliki tim pengarah SPBE dan sudah dilaksanakan secara sementara (ad-hoc)
yang selanjutnya tim pengarah SPBE dilaksanakan secara sebagian atau secara
keseluruhan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya tim pengarah SPBE
di pantau dan di evaluasi secara berkala.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
memiliki tim pengarah SPBE dilaksanakan secara keseluruhan sesuai dengan
tugas dan fungsinya. Selanjnutnya tim pengarah SPBE di pantau dan di evaluasi

secara berkala.
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4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
hasil dari pemantauan dan evaluasi tim pengarah SPBE digunakan sebagai

tindak lanjut untuk dievaluasi secara berkala.
Indikator 19

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah memiliki dokumen proses bisnis. Instansi Pusat / Pemerintah
Daerah sudah memiliki dokumen proses bisnis dan sudah disusun secara
sementara (ad-hoc) selanjutnya dokumen proses bisnis di standartkan dan di
terapkan secara sebagian kerja pada Instansi Pusat / Pemerintah Daerah atau
secara keseluruhan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penerapan dokumen
proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik di pantau dan di evaluasi

secara berkala.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat / sudah
memiliki dokumen proses bisnis dan sudah disusun secara sementara (ad-hoc)
selanjutnya dokumen proses bisnis di standartkan dan di terapkan secara
sebagian kerja pada Instansi Pusat / Pemerintah Daerah atau secara keseluruhan
sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penerapan dokumen proses bisnis yang
terintegrasi dengan sistem elektronik di pantau dan di evaluasi secara berkala.

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat / sudah
memiliki dokumen proses bisnis yang di standartkan dan di terapkan secara
sebagian kerja pada Instansi Pusat / Pemerintah Daerah atau secara keseluruhan
sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penerapan dokumen proses bisnis yang

terintegrasi dengan sistem elektronik di pantau dan di evaluasi secara berkala.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat / sudah
menerapankan dokumen proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik
di pantau dan di evaluasi secara berkala. Hasil pemantauan dan evaluasi

digunakan sebagai tindak lanjut untuk ditingkatkan secara berkelanjutan.
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4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
hasil dari pemantauan dan evaluasi proses bisnis yang terintegrasi digunakan

sebagai tindak lanjut untuk ditingkatkan secara berkelanjutan.
Indikator 20

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya memiliki dokumen rencana induk SPBE. Instansi Pusat / Pemerintah
Daerah sudah memiliki dokumen rencana induk SPBE yang memuat sebagian /
keseluruhan dari muatan visi misi SPBE (arsitektur bisnis, arsitektur data,
arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi dan arsitektur keamanan) dan peta jalan
SPBE. Instansi Pusat / Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran secara
berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi secara

berkelanjutan.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya memiliki dokumen rencana induk SPBE yang memuat sebagian /
keseluruhan dari muatan visi misi SPBE (arsitektur bisnis, arsitektur data,
arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi dan arsitektur keamanan) dan peta jalan
SPBE. Selanjutnya pelaksanaan peta jalan SPBE diterapkan secara konsisten
melalui rencana kerja 3 tahun terakhir. Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
melakukan pemutakhiran secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil

pemantauan dan evaluasi secara berkala.

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya memiliki dokumen rencana induk SPBE yang memuat keseluruhan
dari muatan visi misi SPBE (arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi,
arsitektur teknologi dan arsitektur keamanan) dan peta jalan SPBE. Selanjutnya
pelaksanaan peta jalan SPBE diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja
3 tahun terakhir. Instansi Pusat / Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran
secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi

secara berkelnjutan.
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3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya melaksanaan peta jalan SPBE diterapkan secara konsisten melalui
rencana kerja 3 tahun terakhir. Instansi Pusat / Pemerintah Daerah melakukan
pemutakhiran secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan

dan evaluasi secara berkelanjutan.

4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya melakukan pemutakhiran secara berkesinambungan sebagai tindak

lanjut hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala.
Indikator 21

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya memiliki perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan
SPBE. Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah memiliki perencanaan dan
penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan untuk penerapan
SPBE. Kemudian perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada
unit pengelola TIK. Perencanaan dan penganggaran TIK sudah terintegrasi dan
dapat dikendalikan di unit pengelola TIK serta dapat dipantau dan dievaluasi
secara berkala. Hasil dari evaluasi perencanaan dan penganggaran TIK

ditindaklanjuti sebagai perbaikan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya memiliki perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam
rencana kerja tahunan untuk penerapan SPBE. Kemudian perencanaan dan
penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK. Perencanaan dan
penganggaran TIK sudah terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola
TIK serta dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hasil dari evaluasi
perencanaan dan penganggaran TIK ditindaklanjuti sebagai perbaikan

penyusunan anggaran tahun berikutnya.

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya memiliki perencanaan dan penganggaran TIK yang selanjutnya

seluruh perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit
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pengelola TIK. Perencanaan dan penganggaran TIK sudah terintegrasi dan dapat
dikendalikan di unit pengelola TIK serta dapat dipantau dan dievaluasi secara
berkala. Hasil dari evaluasi perencanaan dan penganggaran TIK ditindaklanjuti

sebagai perbaikan penyusunan anggaran tahun selanjutnya.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya memiliki perencanaan dan penganggaran TIK yang selanjutnya
seluruh perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit
pengelola TIK. Perencanaan dan penganggaran TIK sudah terintegrasi dan dapat
dikendalikan di unit pengelola TIK serta dapat dipantau dan dievaluasi secara
berkala. Hasil dari evaluasi perencanaan dan penganggaran TIK ditindaklanjuti

sebagai perbaikan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya melaksanakan perencanaan dan penganggaran TIK yang sudah
terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK serta dapat dipantau
dan dievaluasi secara berkala. Hasil dari evaluasi perencanaan dan penganggaran

TIK ditindaklanjuti sebagai perbaikan penyusunan anggaran tahun berikutnya.
Indikator 22

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya memiliki layanan pusat data (data center) yang disediakan oleh jasa
layanan pusat data non pemerintahan. Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
memiliki 1 atau lebih pusat data (data center) yang dimiliki oleh instansi
Pemerintah dan terdapat prosedur pengoperasian baku layanan pusat data, yang
dimanfaatkan sebagian / seluruh unit Kkerja/perangkat daerah. Prosedur
pengoperasian pusat data telah diterapkan secara konsisten secara menyeluruh
oleh unit kerja / perangkat daerah. Pengendalian satu atau lebih layanan pusat
data (data center) dilakukan secara terpusat, monitoring dan perencanaan
kapasitas dilakukan secara berkala berdasarkan hasil analisis rekaan aktivitas

pusat (data center). Setelah itu kinerja pengoperasian layanan pusat (data
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center) ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil

pemantauan dan evaluasi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya menyediakan satu atau lebih layanan pusat data (data center) yang
dimiliki oleh instansi pemerintah dan terdapat prosedur pengoperasian baku
layanan pusat data. Prosedur pengoperasian pusat data telah diterapkan secara
konsisten secara menyeluruh oleh unit kerja / perangkat daerah. Prosedur
pengoperasian pusat data telah diterapkan secara konsisten secara menyeluruh
oleh unit kerja / perangkat daerah. Pengendalian satu atau lebih layanan pusat
data (data center) dilakukan secara terpusat, monitoring dan perencanaan
kapasitas dilakukan secara berkala berdasarkan hasil analisis rekaan aktivitas
pusat (data center). Setelah itu Kkinerja pengoperasian layanan pusat (data
center) ditingkatkan secara berkala sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan

evaluasi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya Prosedur pengoperasian pusat data telah diterapkan secara konsisten
secara menyeluruh oleh unit kerja / perangkat daerah. Prosedur pengoperasian
pusat data telah diterapkan secara konsisten secara menyeluruh oleh unit kerja /
perangkat daerah. Pengendalian satu atau lebih layanan pusat data (data center)
dilakukan secara terpusat, monitoring dan perencanaan kapasitas dilakukan
secara berkala berdasarkan hasil analisis rekaan aktivitas pusat (data center).
Setelah itu kinerja pengoperasian layanan pusat (data center) ditingkatkan
secara berkala sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya Pengendalian satu atau lebih layanan pusat data (data center)
dilakukan secara terpusat, monitoring dan perencanaan kapasitas dilakukan
secara berkala berdasarkan hasil analisis rekaan aktivitas pusat (data center).
Kemudian kinerja pengoperasian layanan pusat (data center) ditingkatkan secara

berkala sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.
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4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya kinerja pengoperasian layanan pusat (data center) ditingkatkan

secara berkala sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.
Indikator 23

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sudah mengintegrasi sistem aplikasi secara sementara (ad-hoc) dan
sudah diterapkan pada sebagian / seluruh sesuai dari rencana instansi /
pemerintah daerah. Integrasi sistem aplikasi dapat dikendalikan, dinilai secara
kuantitatif dan dievaluasi secara berkala yang selanjutnya dikembangkan secara
optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan
lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi pusat / pemerintah daerah.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya integrasi sistem sudah dilakukan secara keseluruhan sesuai dengan
rencana pada instansi pusat / pemerintah daerah. Integrasi sistem aplikasi dapat
dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala yang
selanjutnya dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi

pusat / pemerintah daerah.

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya integrasi sistem sudah dilakukan secara keseluruhan sesuai dengan
rencana pada instansi pusat / pemerintah daerah. Integrasi sistem aplikasi dapat
dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala yang
selanjutnya dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi

pusat / pemerintah daerah.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya integrasi sistem aplikasi dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif
dan dievaluasi secara berkala dan dikembangkan secara optimal untuk
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meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubhan lingkungan, teknologi

dan kebutuhan instansi pusat / pemerintah daerah.

4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat /
Pemerintah Daerah seharusnya integrasi sistem aplikasi dikembangkan secara
optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubhan

lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi pusat / pemerintah daerah.
Indikator 24

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya penggunaan aplikasi berbagi umum dilakukan secara sementara (ad-
hoc) dan sudah diterapkan sebagian / keseluruhan dari rencana. Pengggunaan
aplikasi umum berbagi pakai dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan
dievaluasi secara berkala. Kinerja aplikasi umum berbagi pakai dapat
ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan

pemantauan.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya rencana penggunaan aplikasi berbagi pakai sudah diterapkan
sebagian / keseluruhan pada instansi pusat / pemerintah daerah. Pengggunaan
aplikasi umum berbagi pakai dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan
dievaluasi secara berkala. Kinerja aplikasi umum berbagi pakai dapat
ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan

pemantauan

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya rencana penggunaan aplikasi berbagi pakai sudah diterapkan
sebagian / keseluruhan pada instansi pusat / pemerintah daerah. Pengggunaan
aplikasi umum berbagi pakai dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan
dievaluasi secara berkala. Kinerja aplikasi umum berbagi pakai dapat

ditingkatkan secara berkala sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan pemantauan.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

seharusnya penggunaan aplikasi berbagi umum pakai dapat dikendalikan, dinilai
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secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala. Selanjutnya kinerja aplikasi
umum berbagi pakai dapat ditingkatkan secara berkala sebagai tindak lanjut hasil

evaluasi dan pemantauan.

4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya kinerja aplikasi umum berbagi pakai dapat ditingkatkan secara

berkala sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan pemantauan.
Indikator 25

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem naskah dinas elektronik yang menyediakan diseminasi
(penyebaran satu arah) informasi. Selanjutnya sistem naskah dinas elektronik
juga menyediakan layanan interaksi seperti pencarian informasi pengiriman
(unggah) dan penerimaan (unduh) seperti undangan, surat disposisi, dan surat
resmi. Sistem naskah dinas elektronik sudah dapat melakukan transaksi untuk
pengguna bisa mengunggah e-dokumen dan memasukkan informasi ke dalam
sistem yang kemudian sistem merespon kepada pengguna seperti mekanisme
persetujuan, penyematan tanda tangan digital dan pengiriman e-dokumen ke
tujuan penerima di internal instansi pusat / pemerintah daerah. Selanjutnya
sistem naskah dinas elektronik sudah melakukan kolaborasi dengan layanan
persuratan terintegrasi dengan suatu layanan SPBE seperti layanan manajemen
kepegawaian ataupun terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintahan
lainnya. Sistem naskah dinas elektronik dapat terus ditingkatkan dengan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem naskah dinas elektronik juga menyediakan layanan interaksi
seperti pencarian informasi pengiriman (unggah) dan penerimaan (unduh)
seperti undangan, surat disposisi, dan surat resmi. Sistem naskah dinas
elektronik sudah dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunggah

e-dokumen dan memasukkan informasi ke dalam sistem yang kemudian sistem

118


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan, penyematan tanda
tangan digital dan pengiriman e-dokumen ke tujuan penerima di internal instansi
pusat / pemerintah daerah. Selanjutnya sistem naskah dinas elektronik sudah
melakukan kolaborasi dengan layanan persuratan terintegrasi dengan suatu
layanan SPBE seperti layanan manajemen kepegawaian ataupun terintegrasi
dengan layanan SPBE instansi pemerintahan lainnya. Sistem naskah dinas
elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan

lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum instansi pusat / pemerintah daerah
seharusnya sistem naskah dinas elektronik sudah dapat melakukan transaksi
untuk pengguna bisa mengunggah e-dokumen dan memasukkan informasi ke
dalam sistem yang kemudian sistem merespon kepada pengguna seperti
mekanisme persetujuan, penyematan tanda tangan digital dan pengiriman e-
dokumen ke tujuan penerima di internal instansi pusat / pemerintah daerah.
Selanjutnya sistem naskah dinas elektronik sudah melakukan kolaborasi dengan
layanan persuratan terintegrasi dengan suatu layanan SPBE seperti layanan
manajemen kepegawaian ataupun terintegrasi dengan layanan SPBE instansi
pemerintahan lainnya. Sistem naskah dinas elektronik dapat terus ditingkatkan
dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem naskah dinas elektronik sudah melakukan kolaborasi dengan
layanan persuratan terintegrasi dengan suatu layanan SPBE seperti layanan
manajemen kepegawaian ataupun terintegrasi dengan layanan SPBE instansi
pemerintahan lainnya. Sistem naskah dinas elektronik dapat terus ditingkatkan
dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

seharusnya sistem naskah dinas elektronik dapat terus ditingkatkan dengan
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menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.
Indikator 26

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem manajemen kepegawaian menyediakan diseminasi
(penyebaran satu arah) informasi. Selanjutnya sistem manajemen kepegawaian
juga menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi kepegawaian dan
mengunduh dokumen data diri pegawai seperti informasi nomor ID pegawali,
riwayat jabatan, riwayat pendidikan, dan lain sebgainya. Sistem manajemen
kepegawaian sudah dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh
atau mengunggah informasi dan sistem yang kemudian sistem merespon kepada
pengguna seperti mekanisme persetujuan kenaikan pangkat, pengajuan cuti,
dokumen pegawai, dan lain sebagainya. Selanjutnya sistem manajemen
kepegawaian sudah melakukan kolaborasi dimana layanan manajemen
kepegawaian diintegrasikan dengan layanan SPBE lain seperti layanan disposisi
dan korespondensi atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintahan
lainnya seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sistem manajemen
kepegawaian dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan
lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi .

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem manajemen kepegawaian juga menyediakan layanan interaksi
seperti mencari informasi kepegawaian dan mengunduh dokumen data diri
pegawai seperti informasi nomor ID pegawai, riwayat jabatan, riwayat
pendidikan, dan lain sebgainya. Sistem manajemen kepegawaian sudah dapat
melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah
informasi dan sistem yang kemudian sistem merespon kepada pengguna seperti
mekanisme persetujuan kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dokumen pegawai,
dan lain sebagainya. Selanjutnya sistem manajemen kepegawaian sudah
melakukan kolaborasi dimana layanan manajemen kepegawaian diintegrasikan

dengan layanan SPBE lain seperti layanan disposisi dan korespondensi atau
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terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintahan lainnya seperti Badan
Kepegawaian Negara (BKN). Sistem manajemen kepegawaian dapat terus
ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi

dan kebutuhan instansi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem manajemen kepegawaian sudah dapat melakukan transaksi
untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi dan sistem yang
kemudian sistem merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan
kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dokumen pegawai, dan lain sebagainya.
Selanjutnya sistem manajemen kepegawaian sudah melakukan kolaborasi
dimana layanan manajemen kepegawaian diintegrasikan dengan layanan SPBE
lain seperti layanan disposisi dan korespondensi atau terintegrasi dengan layanan
SPBE instansi pemerintahan lainnya seperti Badan Kepegawaian Negara
(BKN). Sistem manajemen kepegawaian dapat terus ditingkatkan dengan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem manajemen kepegawaian sudah melakukan kolaborasi
dimana layanan manajemen kepegawaian diintegrasikan dengan layanan SPBE
lain seperti layanan disposisi dan korespondensi atau terintegrasi dengan layanan
SPBE instansi pemerintahan lainnya seperti Badan Kepegawaian Negara
(BKN). Sistem manajemen kepegawaian dapat terus ditingkatkan dengan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya instansi pusat /
pemerintah daerah seharusnya sistem manajemen kepegawaian dapat terus
ditingkatkan untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan

kebutuhan intansi / pemerintah daerah kedepannya.

121


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Indikator 27

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem manajemen perencanaan menyediakan diseminasi
(penyebaran satu arah) informasi jumlah anggaran yang tersedia. Selanjutnya
sistem manajemen perencanaan juga menyediakan layanan interaksi seperti
mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait perencanaan kegiatan.
Sistem manajemen perencanaan dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa
mengunduh atau mengunggah informasi perencanaan kegiatan dan sistem
kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan
validasi perencanaan kegiatan di internal instansi pusat/pemerintah daerah.
Selanjutnya sistem manajemen perencanaan sudah melakukan kolaborasi
dimana layanan manajemen perencanaan diintegrasikan dengan layanan
manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau
terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain. Sistem manajemen
perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan

lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan interaksi
seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait perencanaan
kegiatan. Sistem manajemen perencanaan dapat melakukan transaksi untuk
pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi perencanaan kegiatan
dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan
dan validasi perencanaan kegiatan di internal instansi pusat/pemerintah daerah.
Selanjutnya sistem manajemen perencanaan sudah melakukan kolaborasi
dimana layanan manajemen perencanaan diintegrasikan dengan layanan
manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau
terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain. Sistem manajemen
perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan

lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
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2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem manajemen perencanaan dapat melakukan transaksi untuk
pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi perencanaan kegiatan
dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan
dan validasi perencanaan kegiatan di internal instansi pusat/pemerintah daerah.
Selanjutnya sistem manajemen perencanaan sudah melakukan kolaborasi
dimana layanan manajemen perencanaan diintegrasikan dengan layanan
manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau
terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain. Sistem manajemen
perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan

lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem manajemen perencanaan melakukan kolaborasi dimana
layanan manajemen perencanaan diintegrasikan dengan layanan manajemen
pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau terintegrasi
dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain. Sistem manajemen perencanaan
dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,

teknologi dan kebutuhan instansi.

4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya instansi pusat /
pemerintah daerah seharusnya sistem manajemen perencanaan dapat terus
ditingkatkan untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan

kebutuhan intansi / pemerintah daerah kedepannya.
Indikator 28

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem penganggaran menyediakan diseminasi (penyebaran satu
arah) informasi jumlah anggaran yang tersedia. Selanjutnya sistem manajemen
penganggaran juga menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan
mengunduh dokumen terkait penganggaran. Sistem penganggaran dapat

melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah
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informasi penganggaran dan sistem kemudian merespon kepada pengguna
seperti mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran di internal instansi
pusat/pemerintah daerah. Selanjutnya sistem penganggaran sudah melakukan
kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan layanan
manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau
terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti kementerian
keuangan. Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan interaksi
seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait penganggaran.
Sistem penganggaran dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa
mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran dan sistem kemudian
merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi
penganggaran di internal instansi pusat/pemerintah daerah. Selanjutnya sistem
penganggaran sudah melakukan kolaborasi dimana layanan penganggaran
diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan manajemen
keuangan dan lain sebagainya atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi
pemerintah lain seperti kementerian keuangan. Sistem manajemen perencanaan
dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,

teknologi dan kebutuhan instansi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya penganggaran dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa
mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran dan sistem kemudian
merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi
penganggaran di internal instansi pusat/pemerintah daerah. Selanjutnya sistem
penganggaran sudah melakukan kolaborasi dimana layanan penganggaran
diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan manajemen

keuangan dan lain sebagainya atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi
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pemerintah lain seperti kementerian keuangan. Sistem manajemen perencanaan
dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,

teknologi dan kebutuhan instansi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem penganggaran sudah melakukan kolaborasi dimana layanan
penganggaran diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan
manajemen keuangan dan lain sebagainya atau terintegrasi dengan layanan
SPBE instansi pemerintah lain seperti kementerian keuangan. Sistem
manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan

terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem penganggaran dapat terus ditingkatkan untuk menyesuaikan
terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan intansi / pemerintah

daerah kedepannya.
Indikator 29

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem manajemen keuangan terintegrasi menyediakan diseminasi
(penyebaran satu arah) seperti informasi administrasi keuangan. Selanjutnya
sistem keuangan terintegrasi juga menyediakan layanan interaksi seperti
mencari informasi, mengunduh informasi terkait keuangan, dan memasukkan
data keuangan. Sistem keuangan terintegrasi dapat melakukan transaksi untuk
pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi terkait keuangan dan
sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan
dari atasan dan validasi keuangan di internal instansi pusat/pemerintah daerah.
Sistem keuangan terintegrasi melakukan kolaborasi dimana layanan
penganggaran diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan
manajemen penganggaran dan layanan kinerja elektronik atau terintegrasi

dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti kementerian keuangan.

125


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan
terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem keuangan terintegrasi juga menyediakan layanan interaksi
seperti mencari informasi, mengunduh informasi terkait keuangan, dan
memasukkan data keuangan. Sistem keuangan terintegrasi dapat melakukan
transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi terkait
keuangan dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme
persetujuan dari atasan dan validasi keuangan di internal instansi
pusat/pemerintah daerah. Sistem keuangan terintegrasi melakukan kolaborasi
dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan layanan manajemen
pegawai, layanan manajemen penganggaran dan layanan kinerja elektronik atau
terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti kementerian
keuangan. Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem keuangan terintegrasi dapat melakukan transaksi untuk
pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi terkait keuangan dan
sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan
dari atasan dan validasi keuangan di internal instansi pusat/pemerintah daerah.
Sistem keuangan terintegrasi melakukan kolaborasi dimana layanan
penganggaran diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan
manajemen penganggaran dan layanan kinerja elektronik atau terintegrasi
dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti kementerian keuangan.
Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan

terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya Sistem keuangan terintegrasi melakukan kolaborasi dimana layanan

penganggaran diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan
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manajemen penganggaran dan layanan kinerja elektronik atau terintegrasi
dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti kementerian keuangan.
Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan

terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem manajemen keuangan terintegrasi dapat terus ditingkatkan
untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan
intansi / pemerintah daerah kedepannya.

Indikator 30

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem manajemen kinerja menyediakan diseminasi (penyebaran satu
arah) seperti indikator dan target kerja. Selanjutnya sistem Kinerja juga
menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, dan mengunggah
kemajuan kinerja dan menampilkan rasio (presentase) kemajuan kinerja. Sistem
kinerja dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau
mengunggah informasi terkait kinerja dan sistem kemudian merespon kepada
pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja unit organisasi dari atasan dan
validasi Kkinerja di internal instansi pusat/pemerintah daerah. Sistem kinerja
melakukan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan
layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen penganggaran, layanan
Monev, RPKD, e-Musrembang dan sebagainya. Sistem manajemen Kinerja
dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,

teknologi dan kebutuhan instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem kinerja menyediakan layanan interaksi seperti mencari
informasi, dan mengunggah kemajuan Kkinerja dan menampilkan rasio
(presentase) kemajuan kinerja. Sistem kinerja dapat melakukan transaksi untuk
pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja dan

sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan
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kinerja unit organisasi dari atasan dan validasi kinerja di internal instansi
pusat/pemerintah daerah. Sistem kinerja melakukan kolaborasi dimana layanan
penganggaran diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan
manajemen penganggaran, layanan Monev, RPKD, e-Musrembang dan
sebagainya. Sistem manajemen kinerja dapat terus ditingkatkan dengan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem kinerja dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa
mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja dan sistem kemudian
merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja unit
organisasi dari atasan dan validasi kinerja di internal instansi pusat/pemerintah
daerah. Sistem kinerja melakukan kolaborasi dimana layanan penganggaran
diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen
penganggaran, layanan Monev, RPKD, e-Musrembang dan sebagainya. Sistem
manajemen kinerja dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap
perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem manajemen kinerja sudah menyediakan layanan kolaborasi
yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen
penganggaran, layanan monev, RKPD, -Musrembang dan sebgainya. Sistem
tersebut dapat ditingkatkan untuk menyesuaikan terhadap perubahan
lingkungan, teknologi dan kebutuhan intansi / pemerintah daerah kedepannya.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem manajemen Kkinerja dapat terus ditingkatkan dengan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.
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Indikator 31

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem pengadaan secara elektronik menyediakan diseminasi
(penyebaran satu arah) seperti informasi daftar lelang barang dan jasa yang
dibutuhkan oleh instansi. Selanjutnya sistem pengadaan secara elektronik juga
menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh dan
mengunggah dokumen dan memasukkan data terkait pengadaan. Sistem
pengadaan secara elektronik dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa
mengunduh atau mengunggah informasi pengadaan dan sistem kemudian
merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pada
alur proses pengadaan, verifikasi penyedia. Sistem pengadaan secara elektronik
melakukan kolaborasi dimana layanan pengadaan secara elektronik
diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen penganggaran
dan layanan keuangan atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi
pemerintah lainnya. Sistem pengadaan secara elektronik dapat terus ditingkatkan
dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem pengadaan secara elektronik juga menyediakan layanan
interaksi seperti mencari informasi, mengunduh dan mengunggah dokumen dan
memasukkan data terkait pengadaan. Sistem pengadaan secara elektronik dapat
melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah
informasi pengadaan dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti
mekanisme persetujuan dan validasi pada alur proses pengadaan, verifikasi
penyedia. Sistem pengadaan secara elektronik melakukan kolaborasi dimana
layanan pengadaan secara elektronik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti
layanan manajemen penganggaran dan layanan keuangan atau terintegrasi
dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya. Sistem pengadaan secara
elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan

lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
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2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem pengadaan secara elektronik dapat melakukan transaksi untuk
pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi pengadaan dan sistem
kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan
validasi pada alur proses pengadaan, verifikasi penyedia. Sistem pengadaan
secara elektronik melakukan kolaborasi dimana layanan pengadaan secara
elektronik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen
penganggaran dan layanan keuangan atau terintegrasi dengan layanan SPBE
instansi pemerintah lainnya. Sistem pengadaan secara elektronik dapat terus
ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi

dan kebutuhan instansi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem pengadaan secara elektronik melakukan kolaborasi dimana
layanan pengadaan secara elektronik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti
layanan manajemen penganggaran dan layanan keuangan atau terintegrasi
dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya. Sistem pengadaan secara
elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan

lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya Sistem pengadaan secara elektronik dapat terus ditingkatkan dengan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.
Indikator 32

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem layanan pengaduan publik menyediakan diseminasi
(penyebaran satu arah) seperti waktu respon dan tata cara pengaduan.
Selanjutnya sistem layanan pengaduan publik juga menyediakan layanan
interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan pengaduan. Sistem

layanan pengaduan publik dapat melakukan transaksi dimana pengguna dapa
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menyampaikan pengaduan, dan sistem kemudian merespon kepada pengguna
seperti kemajuan penyelesaian pengaduan dan resolusi pengaduan. Sistem
layanan pengaduan publik melakukan kolaborasi dimana layanan layanan
pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan
manajemen Kinerja atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah
lain seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan). Sistem
layanan pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan

terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem layanan pengaduan publik juga menyediakan layanan
interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan pengaduan. Sistem
layanan pengaduan publik dapat melakukan layanan transaksi dimana pengguna
dapat menyampaikan pengaduan, dan sistem kemudian merespon kepada
pengguna seperti kemajuan penyelesaian pengaduan dan resolusi pengaduan.
Sistem layanan pengaduan publik melakukan kolaborasi dimana layanan
layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan
manajemen Kinerja atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah
lain seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan). Sistem
layanan pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan

terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya Sistem layanan pengaduan publik dapat melakukan layanan transaksi
dimana pengguna dapat menyampaikan pengaduan, dan sistem kemudian
merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian pengaduan dan
resolusi pengaduan. Sistem layanan pengaduan publik melakukan kolaborasi
dimana layanan layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan
seperti layanan manajemen Kkinerja atau terintegrasi dengan layanan SPBE
instansi pemerintah lain seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi

kependudukan). Sistem layanan pengaduan publik dapat terus ditingkatkan
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dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem layanan pengaduan publik melakukan kolaborasi dimana
layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan
manajemen Kinerja atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah
lain seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan). Sistem
layanan pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan

terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem layanan pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.
Indikator 33

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi hukum,
regulasi, dan lainnya. Selanjutnya sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) juga menyediakan layanan interaksi seperti mencari infromasi
dan mengunduh dokumen terkait hukum. Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Infromasi Hukum (JDIH) dapat melakukan layanan transaksi dimana pengguna
dapat mengunggah informasi terkait hukum, dan sistem kemudian merespon
kepada pengguna validasi informasi produk hukum dan validasi dokumen digital
produk hukum. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum (JDIH)
melakukan kolaborasi dimana layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan
layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan kementerian hukum dan
HAM. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum (JDIH) dapat terus
ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi

dan kebutuhan instansi.
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1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) juga
menyediakan layanan interaksi seperti mencari infromasi dan mengunduh
dokumen terkait hukum. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum
(JDIH) dapat melakukan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah
informasi terkait hukum, dan sistem kemudian merespon kepada pengguna
validasi informasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk hukum.
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum (JDIH) melakukan
kolaborasi dimana layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan layanan
SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan kementerian hukum dan HAM.
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum (JDIH) dapat terus
ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi

dan kebutuhan instansi.

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum (JDIH) dapat
melakukan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah informasi
terkait hukum, dan sistem kemudian merespon kepada pengguna validasi
informasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk hukum. Sistem
Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum (JDIH) melakukan kolaborasi
dimana layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi
pemerintah lain seperti layanan kementerian hukum dan HAM. Sistem Jaringan
Dokumentasi dan Infromasi Hukum (JDIH) dapat terus ditingkatkan dengan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH) telah
menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan JDIH terintegrasi dengan
layanan SPBE pemerintah lainnya seperti kemeterian hukum dan HAM. Sistem

Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum (JDIH) dapat terus ditingkatkan
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dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum (JDIH) dapat
terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan,

teknologi dan kebutuhan instansi.
Indikator 34

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya WBS menerima informasi pengaduan dari pelapor. Selanjutnya
WBS menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan
menyampaikan laporan. WBS juga menyediakan layanan interaksi dimana
pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada
pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan. WBS
menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS diintegrasikan dengan
suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau diintegrasikan dengan
layanan SPBE instansi pemerintah lain. Pelayanan WBS dapat terus ditingkatkan
dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan
kebutuhan instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya WBS menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan
menyampaikan laporan. WBS juga menyediakan layanan interaksi dimana
pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada
pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan. WBS
menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS diintegrasikan dengan
suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau diintegrasikan dengan
layanan SPBE instansi pemerintah lain. Pelayanan WBS dapat terus ditingkatkan
dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan

kebutuhan instansi.

134


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.

4.

Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya WBS menyediakan layanan interaksi dimana pengguna dapat
menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti
kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan. WBS menyediakan
layanan kolaborasi dimana layanan WBS diintegrasikan dengan suatu layanan
seperti layanan manajemen Kinerja atau diintegrasikan dengan layanan SPBE
instansi pemerintah lain. Pelayanan WBS dapat terus ditingkatkan dengan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya layanan WBS menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan
WABS terintegrasi dengan suatu layanan manajemen kinerja atau layanan SPBE
pemerintah lainnya. Pelayanan WBS dapat terus ditingkatkan dengan
menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan

instansi.

Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya Pelayanan WBS dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan

terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

Indikator 35

0.

Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi
menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah), layanan interaksi, layanan

transaksi, layanan kolaborasi dan mengoptimalkam layanan publik.

Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi
menyediakan layanan interaksi, layanan transaksi, layanan kolaborasi dan

mengoptimalkam layanan publik.
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. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

seharusnya menyediakan layanan transaksi, layanan kolaborasi dan

mengoptimalkam layanan publik.

Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya menyediakan layanan kolaborasi dan mengoptimalkam layanan
publik.

Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

seharusnya mengoptimalkan layanan publik.

Indikator 36

0.

Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi
menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah), layanan interaksi, layanan
transaksi, layanan kolaborasi dan mengoptimalkam layanan publik.

Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi
menyediakan layanan interaksi, layanan transaksi, layanan kolaborasi dan

mengoptimalkam layanan publik.

Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya menyediakan layanan transaksi, layanan kolaborasi dan

mengoptimalkam layanan publik.

Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya menyediakan layanan kolaborasi dan mengoptimalkam layanan
publik.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

seharusnya mengoptimalkan layanan publik
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Indikator 37

0.

Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi
menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah), layanan interaksi, layanan

transaksi, layanan kolaborasi dan mengoptimalkam layanan publik.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

seharusnya sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi
menyediakan layanan interaksi, layanan transaksi, layanan kolaborasi dan

mengoptimalkam layanan publik.

. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

seharusnya menyediakan layanan transaksi, layanan kolaborasi dan

mengoptimalkam layanan publik.

Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
seharusnya menyediakan layanan kolaborasi dan mengoptimalkam layanan
publik.

Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

seharusnya mengoptimalkan layanan publik.
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LAMPIRAN E. DATA DUKUNG

Indikator 1

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 188.401.050/ “5 /2018

PEMBERANTASAN DAN P!
DI L

TUKAN TIM SI AKSI P

TAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

= o telah  ditand i K
Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegrasi  podo
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kotas
sc-Jawsa Timur isi Korupsi,
maka di o peria wuk Tim i i Aksi
Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi
Teri d oot 1 Pemerintah Kota Madiun ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan schagalimansa
dimaksud dalam huruf a, perfu menciapkan Keputusan
w Madiun Pembentukan Tim Koordinass
Aksi P dan P Korupsi
Terz msi di Lingh Pemerintah Kota Madiun ;
Mengingat : 1. Und T 28 Tahun 1999 tentang
Penyeclenggara Negara yang Bersih dan Bebas darsi
Korupsi, Kotusi, dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Namor 3 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi scbagaimana
telah diubah U 1 20
Tahun 2001 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah  scbhagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir U 1 |
Tahun 2015 |
\
Indikator 2
T PENGEMBANGAN TERNOLOCT T OIS, D T T
T e e e oy s e
[Farget 806 [ Konstruks: can Letang Koreuksn
rarpet 809
[rarper 12

F Brmingan TeRE Rencana Umum [ Terget 803
Pengadamn 120 PA/KPA sudah rengumemikan RUP

Targes B0
(Target 809
Target 812
B B S AT S I e <1PP. SIKD dan SMEP audsh Somsleas  [Oat Gk - Foto-foto dan daftar hadk
et
wo. RENCANA AKS! TARGET CAPAIAN 2018 REALISASI S/D BULAN JUNI 2018 KETERANGAN
T 3 3 = 03
3 Ao 5 Acticast doh tertrempros st Tempiete Tntagras SIoF,
SIPKD dons St1EP seriamets
Target 803
Target 812
T R TR A
Lo X Survey okeh [7S - Surat Pembertaruan Survey
[Porgamesian Dota ke OFO.
Target BoS
Hersadianys Dokemen Standar Tata Keiols Apkkasi [sudsh tersusan draft Leparan Firal Tata | pelsksanan GO Pewusmnan 1T
€con a0 Integrac =
=y Bucszeting, eplanring dan e money
Target 809
Target B32
[Permuzunan dokumen IS0 27003
5 et o
e s St Stanctor 17 kP2 cokuman dses dukurg Standarisest
[Target 806 i
(rargee 00
Target 812
T Py e T =
! e Surat Suvey
¥ chehs 175
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Indikator 3

WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 47 TAHUN 2014
TENTANG
MASTERPLAN TEKNOLOGI INFC DAN
KOTA MADIUN TAHUN 2014-2019

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang :© 2. babwa guna menir wnerna ' Daerah agar
lebih terkoordinasi dan terintegrasi dengan dukungen sistem
dan prosedur standar, periu adanya tata kelola sarana dan

teknologi @ dan i yang terencana,
terarah dan tepat sesual dengan karakteristik Kota Madiun;
b. bahwa fer \ i
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun
tentang Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota
Madiun Tahun 2014-2019;

Mengingat i 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistemn
Peng: dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologl;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomaor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemesintahan
Daerah  sebagasmana telah diubah dengan Peraturan
Pemenintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informast Publik;

7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasicnal Pengembangan e-Government;

*

MASTERPLAN E-GOVERNMENT
KOTA MADIUN
2019-2023

RINGKASAN EKSEKUTIF
MASTERPLAN E-GOVERNMENT

PEMERINTAH KOTA MADIUN
2019 — 2023
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Indikator 4

WALIKOTA MADIUN

WALIKOTA
NOMOR ¢ TAHUN 2014
TENTANG
MASTERPLAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KOTA MADIUN TAHUN 2014-2019

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang :  a. batwe guna meningkatkan kinerfa Pemerintah Daerah agar
lebih i dan terk i dengan setem
dan prosedur standar, perfu adamya tata kelola sarana dan

L dan yang
terarah dan tepat sesuat dengan karakteristik Kota Madiun;
b. bahwa
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun

tentang
Madiun Tahun 2014-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasicnal " dan Timu
Pengetahuan dan Teknologl;
. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronk;
. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publix;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomoe 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Penggant! Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

7. Instruksi Presidan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

N

w

»

Indiktor 5

LKKPP

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

STANDARD OPERATING PROCEDURE

AKSES RUANGAN SERVER LPSE

2014
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Prosedur Akses Ruangan Server LPSE

1 | Mulai

{

2 | Koortmater Keamanas leformas
memasikas pengunmng melukan
pengsian formulic secasa keugkap serta
menyerahkan tanda pengenal dirl yasg
sah, misali K9,

T | Koordinator Keamanas bformas
membenian formulir yang telah diisi I:_I
kegada Kepala LPSE wntuk diberikan yin

akses,

@ | Kepala LPSE memvertibast formullc das
menestukam apakah g akan diberikan

tam eicdak.
A lika e diberikas, maka _.C)
Koordnatar Kramanss Isformas

akan membarikan taeda progenal
kh
dikenakan cioh peagunjung.
Ik Eidak, ssakia

x rusngan server usk

unpang tdak
dapat masuk ke dafam reisg

server.

T | Kotedimator Keamunes leformas
memastikas selamna berada ds datam

ruaAngIn server penguniung harus
senastizsa ditemani dan diawast agar
penguamag dapat dipastikan ndak

melakukan bal-.

dibsar tjin

kunjungansys hak-had yang dapat

berisiko tersadap ruangan server dan

o"Lrse
Indikator 6

SEK
Jaian Pahiawon No.37 Madiun, Kode Pos 63116 Jawa Timur
Tetepon { 0351 ) 462756 Fax (0351) 457331
Webste hit://wow. Madnkota. 9o,k
Madiun, J2 Jull 2018
Kepada
Nomor 700/ 2207 }401.050/2018 Yth. Sdr. Pimpinan Deputi
Sifat. : ing Bidang Pencegahan KPK,
Lampiran ;1 (satu) bendel Gedung Merah Putih KPK,
Parial : Laporan Realisasl Rencana Aksi 1. Kuningan Peraca Kav. 4
PPK Terintegrasi Tahun 2018 di
Sampat Dengan Bulan Juni 2018 JAKARTA SELATAN

Menindakianjutl Rencana Aksi Penerapan Aplkasi Pencegahban
Korupsi Terintegrasi Pemenntah Kota Madiun Tahun 2018 ~ 2019, maka
mlmmmwmr&mmnmm
Pemberantasan Korupsi (PPK) Terintegrasi sampai dengan bulan Juni 2018
wmmuww,mmmwumm
bentuk softcopy melalui e-mail.

Demidan untuk menjadikan perksa dan atas kerjasamanya

Tesmbusan :
Yth. Bapak Wallkota Madiun (sebaga laporan)
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Digital Repository Universitas Jember

Indikator 7

Indikator 8

' PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINA.S KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomaor 37, Kode Pos 63118 Jawa Timur
‘rdlvo'\l Fax (0351) 467327

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR | 090/5§ss [401.109/2017

© Surst Dines tanggal 28
2017, Nomor - smwummumn. Sodta & tacinge
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Indikator 9

Indikator 15

143


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Indikator 16

NOMOR : 067-401.109/ ::¢ /2017
TENTANG
M AAN DAN
ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a bahwa dalam rangka pengelolaan pengadusn pelayanan publik
yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perks
Tim Pengaduan dan Petugas
Aaministrator Pengelols Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat (LAPORI) Sistem Pengeloisen Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional (SP4N) Pemerintah Kota Madiun ;

067-401.021/148/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinas!
Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator  pada
Perangkat Daerah Pemerintah Doerah Kota Madiun sudah tidak
sesusi dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan
sehingga periu diganti ;
<. bahwa amaksuc daam
hunf a dan hunf b, maka periu menstapkan Keputusan
Walkota Madiun tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Pengeloleen Pengaduan dan Petugas Administrator pada
Perangiat Deerah di Lingkungan Pemesintah Kota Madiun ;

Indikator 19

NOMOR : 067-401.109/ :4< /2017

065/14652/031.3/2017 pertad Laporan Ak OF Percepatan
Metahus Aphkas LAPOR! SPAN,
s Keputiman Wealioea Maciun Nomor E
067-401.021/148/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinas!
Pengeiciaan Pengaduan can Petugas  Administrator  pada
Perangkat Daerah Pemerintan Deerah Kota Madun sudsh tdak

sehinggs periu digants ;

<. batwa aatam
huns a dan buns b, moks peric menetapkan Keputusan
WaSkota Madiun  tentang Tem
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Indikator 21

PEMERINTAH KOTA MADIUN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG
NODPA 8%PD : | 111

URU 3AN PEMERINTAHAN ERR R
ORCANIZAY ERR R ]
FROGRAM ER RIRE ]
KEGIATAN : 111411014806 Heglatan intgrac! 3ictem Informact
LOKA 8 KEGIATAN : Kots Madin
SUMEER DANA :  Resoning Kst Umum Duersh
JUMLAH ANGOARAN : Rp.273.088.000.50
TERBILANG . DUA RATUE TUJUH PULUS TIGA JUTA ENAM PULUH SENSILAN RIEU

ANGOARAN/ g
KUAZA PENGGUNA ANGRARAN  ~
Nama : BUBAKRL 8.3cc, M. &
e © 1B330804132B031004
JASATAN : Kepsia $MPD

FEAGRINT A EOTA VMDD - SI5TEN DIDANAST P DL A | APGE S APRE)

e
Indikator 23
<« C | @ integrasimadiunkota.go.id

Avps ]l @ o @ madiunkotagoid © I © M Y < O B X W § CekHargavVideowe | & € [ [ NewTab [} EKineria finger o*

7 MADIUN -~ INTEGRASI

Jumiah Kegiatan

- Bagun = 24 m - 16 W Daer
- ) - = 15 m (10) ™ Bagi.
-  Panwisata, - L] -
[ [ L)
= @5 = W Dinas Sosial, (35) ® Dnas -
® Kecamatan Manguhario (11) B Kecamatan Taman (1) 8 B Sotuan Poss: = Kartohario (19)

W Sekretanat DFRD (19)

Jumiah Paket Keglatan Jumiah Pagu Anggaran Keglatan

oFD [semus] orp [semual

145


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

https://sirup.lkpp.go.
< ©

xB S £ € D [ Newlh [ Einejs B &

- | cois L 4 | madiun A

Tompilkan| 10 v | entri
No Paket Pagu (Rp) Jenis Pengadaaan Pemilihan o I satuan Kerja
' . inan Gedung DPRD Kota Madiun 20.478.630.000  Pekerjaan Konstruksi  April 2018 Femerintah Daerah Kota Madiun SEKRETARIAT DFRD Il
2 . Jurar 50.000.000 Jasa Kansultansi January 2018 Pemerintah Daerah Kota Madiun DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA K0
hab Saluran Kota RUANG

3 ar SN 02 Madiur 100.000.000  Jasa Kensultansi May 2018 Pemerintah Dasrah Kats Madiun DINAS PENDIDIKAN s

4 Pemyusunan DED Bangunan SMEN 1 Madiur 100.000.000  Jasa Kansultansi May 2018 Pemerintah Daersh Kota Madiun DINAS PENDIDIGAN st
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Indikator 36

Apps ] @ o

<

@ Secure | https//sirup.lkpp.goid/sirup/|

o o N> <

unduh

@ madiunkotagoid

ome/pencarianhome

D E X kS

Tampilkan| 10 v entri
No Paket Pagu (Rp) Jenis Pengadaaan Pemilihan
1 Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiu 20.478.630.000 Pekedaan Konstruksi  April 2018
(Lanjutan)
2 Perencanaan Teknis Pengedukan Saluran 50.000.000 jasa Konsultansi January 2018
(Manual dan Mekaniki dan Rehab Saluran Kota
Madiun
3 Penyusunan DED Bangunan SDN 02 Madiun 100.000.000  Jasa Konsultansi My 2018
Lor
4 Penyusunan DED Bangunan SMPH 1 Madiur 100.000.000  Jasa Konsultansi My 2018
5 Penyusunan DED Bangunan SMPN 5 Madiun 100,000,000  jasa Konsultans| May 2018
6 Penyusunan DED Bangunan SMPN 13 Madiun 100.000.000  Jasa Konsultansi May 2018
7 Rehabilitasi Bangunan SON 01 Madiun Lor 200.000.000 Pekerjasn Kanstruksi  April 2018
s Jasa Kansultansi Penyusunan UKL/UPL 50.000.000 Pekerjasn Konstruksi  June 2018
Pembangunan Taman Hutan Kota Madiun
a Jasa Kansultansi Perencanaan Pembangunan 180.000.000  Jasa Konsultansi lanuary 2018
@  perwal Ipse-2017.pdf ~ @ DpA-integrasi 2018.pdf  ~ @ oDppA-eprocuremen...pdf  ~

mota
BINTEN S ORMAS! PEMBANGUNAN
Userrame
Password
Logn %o Systemn

© Copyright Tim IT Bappeda Mota Madas

151

Cek Harga Videatro: |

= madiun

KD/

Pemerintah Daerah Kota Madiun

Pemerintah Daerah Kota Madiun

Pemerintah Daerah Kota Madiun

Pemerintah Daerah Kota Madiun

Pemerintah Daerah Kota Madiun

Pemerintah Daerah Kota Madi

Pemerintah Daerah Kota Madiun

Pemerintah Daerah Kota Madiun

Pemerintah Daerah Kota Madiun

@

perwal-masterplan...pdf

& € O O NewTan

[ tKinetia [E] finger o

SEKRETARIAT DPRD

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAVWASAN
PERMUKIMAN

SEKRETARIAT DPRD

PPE



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

= SkusRer x (M Inbox {1+ x M Inbox (4 x (‘_ My Drive x ¥ @ {10}V nx\n Dashbos x  © e-Haga x '\ [) imegrasi x\<D eBudger x (CJLAPOR! x (P Home-© x (MewTsb  x '\ 0E&
X () integrasi madiunksta goid/ehargs/

o B

] 2 o

maw/Oe BB M GO O O N

@ oapps ] @ o @ madunkotagoic @ [ O MY £ 0 B X P F Cektagavideowo | & £ [ [ MewTab [1 Kinega [E] finger #® PPE o Lat B [ Mewlab » Other bookmarks
» Home

¥ selamat pagl, Anda masuk sebaga serUmum

Disii Anda dapal meihal Standar Salvan Harga (SSH). Harga Saluan Pokok Kegialan (HSPK), dan Anaiis's Standar Belana (ASE) dan Pemeriniah Dacrah lerdaltar. Walahi lab dtawah ‘

Aot A il X0 33 3 U AN CHI STl g e o st K ‘

T p——

a 14124 & 437 ag 189
‘data SsH Pemkot Madiun 0 data HSPR Pemkot Madiun data ASE Pemkot Madiun

Dats Unium ! Anda dapat melinat aata Standar Sanuan Ha 13 Sanian Pokok Kegiatan , 830 ARGISIS STANdar Belnja (AS

K0 3 datas -

‘Waiting for ads.telkomsel.com. -

3 sippipeq A B sipjpeg A simarajpeg A E ponaljoeg A @ zzpeizinan Onlup.. | € 121PKs Dinas Kopdl A~ showall | X

Indikator 37

madiuntoday @z B @
““’”'"““9 W Messages

Publish Photo Live
@ Notifications [

154 1,377 35,923 611 636

Page Likes Page Views Post Engagements Comments Shares

z= Pemerintah Kota Madiun @ © C

Messages
- 2 Publish Photo Live

@ Notifications EXg

387 2,512 73,326 1,651 1,644

Page Likes Page Views Post Engagements Comments Shares

status, user & usage per hour =

60000 7500 60000 Mo
Reset zoom
40000 5000 40000 Mo
K -
& . %
20000 2500 20000 Mo
.
0c000O0DO0CO0OO0ODOCQCOODOOD '
0 - 0 oMb
12 14 16 18 20 22

152


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

